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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama
Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS

Fellow 1992.

A. Konsonan

| = Tidak dilambangkan o= = di
« =B L = th
o =T L = dh
& = Ta ¢ = °(mengahadap ke atas)




c =1 ¢ = gh
c =H @ = f
¢ = Kh S =q
3 =D d = k
3 = Dz Jd =1

> =R p =M
S O =n
o =S s =W
Ui = Sy R —

s =S s =Y

Hamzah (<) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (), berbalik dengan koma (‘) untuk

penggantian lambang ¢ .

Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong

a = fathah A Jémenjadi gala

Xi



i = kasrah | J#menjadi gila

u = dlommah a s menjadi ddna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “
i 7, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah fathah

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = Js#menjadi gawlun
ay = ¢ osamenjadi khayrun

C. Ta’marbiithah (3)
Ta’ marbathah ( 3)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah

kalimat, tetapi ta’ marblthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya dupaall) 4l J\menjadi

al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya uﬁ A

4as ) menjadi fi rahmatillah

Xii
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D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaléalah

Kata sandang berupa “al” (d‘)dalam lafadh jalalah yag erada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...........................
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ..............
3. Masya’Allah kand wa mdlam yasya lam yakun

4. Billah ‘azza wa jalla

E. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata,

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : £ - syai’un G el - umirtu
Osd) - an-nauw’un 09U ta’khudzina

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/ (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan

juga dengan kata lain yang mengikutinya.
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Contoh : G830 i sd 4l )5 - wa innalillaha lahuwa khairar-razigin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti
yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : Jsmy ¥ ag Ly = wa maa Muhammadun illa Rasdl

el o s Js) )= inna Awwala baitin wu dli’a linnasi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak

dipergunakan.

Contoh ; <« )5 C—‘ﬂ 4 (< _=a3= nas'run minallahi wa fathun qarib
Lesas 3e¥) 4l = Jillahi al-amru jami’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Widagdo, Hairul Dharma. 15220005, 2015. Implementasi Pembiayaan di
Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No. 17 Tahun 2012 dan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Wakaf Mikro Al
Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah
Ummah Surabaya). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.
Fakhruddin, M.H.I,

Kata Kunci : Pembiayaan, Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Wat Tamwil

Sejak beberapa tahun terakhir ini, terdapat lebih dari 54.765 lembaga
keuangan mikro yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penguatan
ekonomi rakyat. Dampak yang dihasilkan dari pembiayaan sering tidak mengarah
pada perilaku masyarakat yang produktif, akan tetapi malah membuat masyarakat
menjadi konsumtif. Kondisi yang demikian menjadi alasan munculnya beberapa
Lembaga Keuangan Mikro Syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil dan Bank
Wakaf Mikro. Dalam praktiknya, sistem pembiayaan yang digunakan kedua
lembaga memiliki perbedaan, BMT masih menggunakan agunan dalam setiap
pembiayaannya, sedangkan BWM tidak menggunakan agunan. Hal ini membuat
peneliti berpikir, apakah BWM menghilangkan prinsip kehati-hatian, yang apabila
nasabah melakukan tindakan wanprestasi maka membuat dananya hilang dan
akhirnya lembaga akan mengalami kerugian.

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris.
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni
pendekatan yuridis Sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari dua jenis data, yakni data
primer (wawancara) dan data sekunder (sumber kepustakaan). Untuk analisis data,
peneliti menggunakan milik Miles dan Huberman, yang mendefinisikan analisis
data terdiri dari tiga arus aktivitas bersamaan yakni, data reduction, data display
dan conclusion drawing / verification.

Kegiatan yang dilakukan oleh BWM Al Fithrah Wava Mandiri maupun
BMT Amanah Ummah memiliki tujuan awal yakni menggunakan dana
pembiayaan tidak hanya sebatas dihabiskan akan tetapi dikembangkan. Dalam
praktiknya pada BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya beberapa tahun ini
hanya sebatas melakukan pembiayaan qardh. Berbeda halnya dengan BMT
Amanah Ummah Surabaya, iembaga ini memiliki beberapa macam pembiayaan,
dan dalam praktiknya lebih banyak menggunakan pembiayaan mudharabah,
murabahah dan gordul hasan. Implementasi pembiayaan dari kedua lembaga
tersebut berpayung hukum pada UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro, walaupun dalam hal ini juga mengacu pada UU No. 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian. Selain dari kedua peraturan tersebut, akad-akad yang
digunakan dalam pembiayaan juga mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) serta Fatwa DSN-MUI, dan selama perjalanannya belum ada
peraturan yang melanggar, hanya sebatas sumber dana wakaf dari BWM yang
ditakutkan akan menjadi permasalahan ke depan.
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ABSTRACT

Widagdo, Hairul Dharma. 15220005. 2015. Implementation of Financing in
Microfinance Institutions Review of Law No. 17 of 2012 and
Compilation of Sharia Economic Law (Study at Al Fithrah Wava
Mandiri Micro Endowment Bank Surabaya and Baitul Maal Wat
Tamwil Amanah Ummah Surabaya). Thesis. Department of Sharia
Business Law. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of
Malang. Mentor: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: Financing, Micro Waqf Bank, Baitul Maal Wat Tamwil

In the last few years, there have been more than 54,765 microfinance
institutions that have focused on poverty alleviation and strengthening the people's
economy. The impact that results from financing often does not lead to productive
community behavior, but instead makes the community consumptive. This
condition is the reason for the emergence of a number of Sharia Microfinance
Institutions, such as Baitul Maal wat Tamwil and Micro Waqf Bank. In practice,
the financing system used by the two institutions is different, BMT still uses
collateral in each of its financing, while BWM does not use collateral. This makes
the researcher think, whether BWM eliminates the principle of prudence, which if
a customer does an act of default then makes the funds disappear and eventually
the institution will suffer losses.

The preparation of this research uses empirical research. The research
approach in this study uses two approaches, namely the Sociological juridical
approach and the statutory approach. The type of data used in empirical research
comes from two types of data, namely primary data (interviews) and secondary
data (sources of literature). For data analysis, researchers used Miles and
Huberman's, which defines data analysis consisting of three concurrent activity
streams namely, data reduction, data display and conclusion drawing/ verification.

Activities carried out by BWM Al Fithrah Wava Mandiri and BMT
Amanah Ummah have the initial goal of using financing funds not only to be
spent but to be developed and not solely for profit. In practice at Surabaya's Al
Fithrah Wava Mandiri Surabaya several years this is only limited to gardh
financing. Unlike the case with the BMT Amanah Ummah Surabaya, this
institution has several types of financing, and in practice it uses mudharabah,
murabahah and qordul hasan financing. The implementation of financing from the
two institutions is under the legal umbrella of Law No. 1 of 2013 concerning
Microfinance Institutions, although in this case also refers to Law No. 17 of 2012
concerning Cooperatives. Apart from the two regulations, the contracts used in
financing also refer to the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the
DSN-MUI Fatwa, and during the trip there have been no violating regulations,
only limited to the source of waqf funds from BWM which is feared to be a
problem forward.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir
menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah di dunia. Dalam hal
ini, ekonomi tidak hanya sebatas mempengaruhi kehidupan masyarakat dari segi
ekonomi itu sendiri, akan tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial, politik,
budaya bahkan agama. Perkembangan ekonomi yang terjadi dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain adanya globalisasi, revolusi industri, pasar ekonomi
asean sampai dengan kondisi ekonomi politik yang tidak stabil dalam suatu
negara.

Kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia, banyak yang bermata
pencaharian sebagai pedagang, pengusaha ataupun yang berkaitan dengan jual
beli jasa dan/ atau barang. Dampak dari perkembangan ekonomi yang terjadi
belakangan ini, ada yang beranggapan bahwa hal itu menjadi sebuah tantangan
dan peluang bagi dirinya untuk mengembangkan kembali usahanya. Akan tetapi,
tidak sedikit juga yang beranggapan bahwa hal tersebut menjadi sebuah hambatan
dan kendala. Ditambah dengan adanya kenaikan harga-harga sembako dan tidak
tersedianya modal untuk usaha hingga modal usaha yang berasal dari rentenir

menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat ekonomi ke bawah.!

! Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan
Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi, (Yogyakarta: ISES Publishing,
2008), xv



Sejak beberapa tahun terakhir ini, terdapat lebih dari 54.765 lembaga
keuangan mikro (LKM) vyang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan
penguatan ekonomi rakyat. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI)
memiliki gagasan yakni perlunya tathbiq (penerapan) ekonomi Islam secara
kelembagaan. Gagasan ini bermula dengan diadakannya lokakarya di Cisarua
pada tahun 1990 yang dari salah satu gagasannya berisi tentang “Umat Islam
Indonesia ingin melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah”.2 Peristiwa
tersebut merupakan tonggak awal berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Adanya lembaga keuangan pada hakikatnya adalah untuk memenubhi
kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan
ekonomi.® Konsep lembaga keuangan syariah yang dikembangkan di Indonesia
juga disemangati oleh prinsip tolong menolong antar sesama warga Indonesia.*
Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan peraturan dan bisa dilihat di UU
No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), yang mana terdapat
dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi
antara lain, kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi,
persamaan, berkeadilan dan kemandirian.

Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi juga

meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 5 ayat (2), antara lain kejujuran,

2 Ma’ruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam,
(Jakarta: eLSAS, 2017), 215

® Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga
Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1

* Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Malang: UIN Maliki Press,
2018), 148

> UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 5 ayat (1)



keterbukaan, tanggung jawab serta kepedulian terhadap orang lain.® Islam juga
mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam berbagai kegiatan yang positif.

Hal ini bisa dilihat dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

A1 &) A1 LET o3y 2T Je 15 ¥y sy o1 Lo iy . L L 6
Artinya: . . . “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)

Dalam beberapa riwayat juga, Rasulullah sebagai sebaik-baiknya
panutan, memberikan contoh untuk saling tolong menolong dalam berbuat

kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari:

@

ol 28 2ot 206 dog e dn Lo 0 Q325 Of L2 B g 322 o 26

bk (B 5 5 s 3 O sl an s (3 O e il s g Y
SE 2 N A S R s e P O TP
Gl 3 A L LA SR fag Wl ok OB B S A W 25 S

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda, “Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang
lainnya. Tidak boleh mendhaliminya dan tidak boleh pula menyerahkan
kepada orang vyang hendak menyakitinya. Barangsiapa yang
memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan
kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan kesulitan seorang
muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari
kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi kesalahan seorang muslim,
niscaya Allah akan menutupi kesalahannya kelak di hari kiamat”. (HR.
Bukhari no. 2442, dari Abdullah bin ‘Umar radliyallahu ‘anhuma)’

® UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 5 ayat (2)
72464(@&42\2@\)\3 ZQJ}H)c 1)};\‘53463’“04?—;&‘)41&‘):9&”1&%3\)\“@7



Singkat cerita, banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang
tersebar di seluruh penjuru tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal
jika diamati secara teliti. Hal ini bisa kita lihat dengan banyaknya lembaga
keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapat dan melupakan tujuan
pokok dari adanya lembaga tersebut. Dampak yang dihasilkan dari pembiayaan
sering tidak mengarah pada perilaku masyarakat yang produktif, akan tetapi malah
membuat masyarakat menjadi konsumtif dan tidak dapat mengatasi permasalahan
pengentasan kemiskinan.®

Kondisi yang demikian menjadi alasan munculnya beberapa Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan
Bank Wakaf Mikro (BWM). Kedua lembaga tersebut lahir dengan tujuan
memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir
dan mengacu pada prinsip syariah. Dalam rancangannya, BWM Al Fithrah Wava
Mandiri Surabaya memiliki beberapa macam pembiayaan antara lain gardh,
murabahah, salam, mudharababh, ijarah, ju'alah dan hiwalah. Sedangkan dalam
praktiknya, khususnya pada BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya beberapa
tahun ini hanya sebatas menggunakan pembiayaan gardh. Jika diartikan, mengacu
pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 point 36, gardh adalah
penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak
peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran.9

Berbeda halnya dengan BMT, khususnya pada BMT Amanah Ummah

8 Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati
Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi, xv-xvi
% Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku 11 Pasal 20 Point 36



Surabaya, BMT ini merupakan salah satu BMT produktif di kota Surabaya. Hal
ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam
beberapa tahun terakhir dan BMT profesional yang menjadi pilihan utama
masyarakat dalam bermuamalah khususnya di sekitar wilayah BMT Amanah
Ummah.*® BMT ini juga memiliki banyak macam pembiayaan, yakni murabahah
produktif, murabahah konsumtif, mudharabah, mudharabah mikro, mudharabah
mugoyyadah, musyarakah, ijarah, kafalah, hawalah, rahn dan gordul hasan.
Dalam hal ini, lembaga BMT dalam praktiknya lebih banyak menggunakan
pembiayaan mudharabah, murabahah dan gordul hasan. Sistem pembiayaan yang
digunakan kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan. Dalam praktiknya, BMT
masih menggunakan agunan dalam setiap pembiayaannya, sedangkan BWM tidak
menggunakan agunan.

Hal ini membuat penulis berpikir, apakah BWM menghilangkan prinsip
kehati-hatian yang apabila nasabah melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji)
dan membuat dananya hilang maka lembaga akan sedikit demi sedikit mengalami
penurunan profit hingga mengalami kerugian. Selain itu, peneliti juga berupaya
untuk membandingkan praktik pembiayaan yang terjadi di dua lembaga keuangan
mikro syariah tersebut dan sebagai indikator permasalahan dalam perbandingan
tersebut, yakni dari segi pengelolaan pembiayaan, sasaran distribusi pembiayaan
dan dampak setelah menerima pembiayaan.

Kedua lembaga tersebut berbentuk sebagai lembaga keuangan mikro

syariah (LKMS). Dalam hal ini, praktik pembiayaan yang dilakukan kedua

10 Company Profile KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya, Power Point (PPT), 11 November
2019



lembaga tersebut berpayung hukum pada UU No. 1 Tahun 2013, hal ini mengacu
pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro yang selanjutnya
disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk
memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dan
hadirnya BMT dan BWM seharusnya mengembangkan serta memberdayakan
masyarakat.

Adanya lembaga BMT di dalam penelitian juga diharapkan bisa
dijadikan acuan bahkan pembanding dalam kinerja BWM, karena BWM dinilai
masih baru dalam perekonomian masyarakat. Hadirnya beberapa lembaga tersebut
menjadi kegelisahan tersendiri bagi penulis, dan hal ini membuat penulis ingin
melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Pembiayaan di
Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No. 17 Tahun 2012 dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)”.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan
masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah
Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah
Surabaya?

2. Bagaimana implementasi pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah

Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah



Surabaya tinjauan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan
dalam penelitian ini, antara lain:
1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pembiayaan di Bank
Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat
Tamwil Amanah Ummah Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pembiayaan di Bank
Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat
Tamwil Amanah Ummah Surabaya tinjauan UU No. 17 Tahun 2012
tentang  Perkoperasian dan  Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN
1. Secara Teoritis
Secara teoritis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan
bisa memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik pembiayaan
yang terjadi di Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal wat Tamwil. Hal ini
juga untuk memperjelas keterkaitan UU No. 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (UU Koperasi) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dalam hal praktik pembiayaan.



2. Secara Praktis

Secara Praktis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini dapat
dijadikan referensi maupun pertimbangan-pertimbangan bagi beberapa
aspek, antara lain:

a. Bagi lembaga, hal ini untuk memperjelas dan memahamkan kembali
terkait tujuan awal adanya lembaga keuangan mikro syariah, yakni
memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, serta untuk
menghindari jerat rentenir.

b. Bagi masyarakat, untuk memberi pengetahuan terhadap masyarakat
awam, apabila memiliki usaha dan semangat juang tinggi untuk
bangkit dari kemiskinan. Maka, kedua lembaga keuangan mikro
syariah inilah yang menjadi sebuah solusi dari segi pendanaan. Kedua,
untuk memberikan pemahaman terkait perbedaan sasaran dan
besarnya pendanaan serta bagaimana praktik pembiayaan yang terjadi
di BWM dan BMT.

c. Bagi peneliti, menambah pengalaman, ilmu pengetahuan maupun
wawasan khususnya terkait praktik pembiayaan yang terjadi di BWM
dan BMT. Peneliti juga mendapatkan ilmu yang lebih terkait
bagaimana sistem agunan yang dipergunakan dan tidak dipergunakan
dalam praktik pembiayaan di dua lembaga keuangan mikro syariah

tersebut.



E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.
Sedangkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro pada pasal 1 point 4, pembiayaan diartikan sebagai “penyediaan dana
oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang

diperjanjikan dengan prinsip syariah”.**

2. Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
pada pasal 1 point 1, Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat
LKM, diartikan sebagai “lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk
memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik
melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota
dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi
pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.*2
3. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro atau bisa disingkat dengan BWM, diartikan sebagai

1 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 1 point 4
12 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 1 point 1



F.

10

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau
pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada

lembaga keuangan formal.*®

4. Baitul Maal Wat Tamwil

Menurut Amin Azis, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diartikan sebagai
balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal
wat tamwil. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan bazis dari dana
zakat, infag dan sadagah serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan
masyarakat kecil, fakir dan miskin. Sedangkan dari segi baitul tamwil, BMT

membantu mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa informasi

pendukung, seperti abstrak, daftar isi, daftar pustaka, foto-foto kegiatan penelitian,

dan sejumlah dokumen lainnya.

Bab Pertama yakni Pendahuluan, dimana peneliti menguraikan latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

definisi operasional dan sistematika penelitian.

Bab Kedua yakni Kajian Pustaka, peneliti mengkaji perspektif teoritis

dengan mengeksplorasi sejumlah literatur terkait Lembaga Keuangan Mikro

13

, “Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat”,

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-

Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx, diakses tanggal 20 Maret 2019



https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx
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Syariah dan Koperasi khususnya tentang Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal wat
Tamwil. Landasan teoritis ini dihubungkan dengan hasil penelitian utamanya
tentang bagaimana perbandingan konsep dalam praktik pembiayaan yang terjadi
dikedua lembaga tersebut. Dalam bab ini juga diungkap hasil penelitian terdahulu
yang terkait dengan penelitian ini.

Bab Ketiga yakni Metode Penelitian, metode penelitian di sini berisi
desain penelitian dan langkah-langkah metodologi dalam proses pengumpulan dan
analisis data. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat yakni hasil penelitian dan pembahasan, dimana data berupa
informasi-informasi deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi
diolah, disentesiskan, diorganisasi, diurutkan, dan diklarifikasi sesuai dengan
penelitian yang ada. Selanjutnya, data yang telah matang tersebut dianalisis sesuai
dengan perspektif teori yang ada serta diarahkan agar mampu menjawab
pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab Kelima yakni Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Disini,
peneliti memberikan  penjelasan secara singkat hasil penelitian, agar titik
permasalahan dapat ditemukan dan dapat diselesaikan. Di samping itu, peneliti
juga memberikan saran kepada pihak terkait dengan penelitian ini. Laporan

penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu bab I hingga bab V.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang menyajikan perbedaan dan
persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti yang
sudah melakukan penelitian dengan topik yang sama. Hal demikian diperlukan
untuk menghindari adanya pengulangan dan plagiasi terhadap penelitian
sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada bagaimana praktik pembiayaan
yang terjadi di Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal Wat Tamwil, serta penerapan
UU LKM dan KHES.

Penelitian pertama yakni, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah
dalam Tesisnya yang berjudul “Optimalisasi Bank Wakaf Mikro dalam
Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha sekitar Pesantren di Jawa Timur”.** Aisyah
memiliki dua rumusan masalah, yakni pertama bagaimana peran Bank Wakaf
Mikro al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar
Sumber Barokah Jombang dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar
pesantren. Kedua, bagaimana Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro al Fithrah
Wava Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah
Jombang dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha sekitar pesantren.

Dari rumusan masalah di atas, dapat dilihat bahwa inti permasalahan

yang diambil oleh peneliti berbeda. Walaupun dalam hal ini, penelitian ini

14 Siti Aisyah, Optimalisasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha
sekitar Pesantren di Jawa Timur, Tesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, 2019)
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memiliki kesamaan dalam membahas mengenai bagaimana praktik pembiayaan di
Bank Wakaf Mikro, akan tetapi dalam penelitian tersebut perbedaan yang sangat
mendasar terhadap permasalahan peneliti adalah pembahasan mengenai
perbandingan dua lembaga keuangan mikro syariah yang berbeda. Selain itu,
peneliti lebih berfokus pada ekonomi sedangkan peneliti mengarah pada
hukumnya.

Penelitian kedua yakni, penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mujaddidi
Arum dalam Skripsinya yang berjudul “Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah,
bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), di Baitul Mal wat Tamwil (BMT)
Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan
Prespektif Hukum Islam™.* Fathul memiliki dua rumusan masalah yakni, pertama
mengenai bagaimana pembiayaan murabahah dan mudharabah, bagi pelaku usaha
kecil menengah (UKM), di baitul mal wat tamwil (BMT) Whidatul Ummah Desa
Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Kedua, mengenai pembiayaan
murabahah dan mudharabah, bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), di baitul
mal wat tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan,
Kabupaten Magetan, prespektif Hukum Islam.

. Dari rumusan masalah di atas, terlihat jelas perbedaan dari rumusan
masalah yang diambil oleh peneliti. Walaupun dalam hal ini, penelitian tersebut
masih ada keterkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh penelitian yakni

menyinggung mengenai Baitul Maal wat Tamwil dari segi praktik

1> Fathul Mujaddidi Arum, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, bagi Pelaku Usaha Kecil
Menengah (UKM), di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan
Plaosan, Kabupaten Magetan Prespektif Hukum Islam, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
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pembiayaannya. Perbedaan yang lain juga terlihat dari permasalahan yang diambil
oleh peneliti yang mana menyinggung mengenai Bank Wakaf Mikro sedangkan
penelitian sebelumnya tidak menyetuh ranah itu sama sekali.

Penelitian ketiga yakni, penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun
Nasikhah dalam Skripsinya yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian
(Prudential Principle) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di
KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang)”*® Zumrotun memiliki dua
rumusan masalah yakni, pertama mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-
hatian (Prudential Principle) di KIKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang.
Kedua, bagaimana analisis prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) dalam
meminimalkan risiko pembiayaan yang dilakukan KJKS Baitut Tamwil
Muhammadiyah Pemalang.

Dari rumusan masalah di atas, terlihat perbedaan dari rumusan masalah
yang diambil oleh peneliti. Walaupun, penelitian tersebut masih memiliki
keterkaitan dengan permasalahan yang diambil oleh penelitian yakni
menyinggung mengenai Baitul Maal wat Tamwil dari segi praktik
pembiayaannya. Dalam hal ini, penelitian tersebut berfokus pada prinsip kehati-
hatian yang mana akan diterapkan dalam praktik pembiayaan di BMT BUM
Tegal. Peneliti bermaksud menggunakan prinsip tersebut untuk melihat
bagaimana praktik yang terjadi di BWM Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan
BMT Amanah Ummah Surabaya. Perbedaan yang lain juga terlihat dari

permasalahan yang diambil oleh peneliti.

18 Zumrotun Nasikhah, Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam
Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah
Pemalang), Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)
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Penelitian keempat yakni, penelitian yang dilakukan oleh Maulani Bilgis
Fatin Shobrina dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Praktik Pembiayaan
Murabahah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KIKS BMT BUM Tegal)”’
Maulani memiliki dua rumusan masalah yakni, pertama mengenai bagaimana
praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja di KIKS BMT BUM Tegal.
Kedua, apakah praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja di KIKS BMT
BUM Tegal sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Murabahah.

Dari rumusan masalah di atas, terlihat perbedaan dari rumusan masalah
yang diambil oleh peneliti. Walaupun, penelitian tersebut masih memiliki
kesamaan yakni menyinggung mengenai Baitul Maal wat Tamwil dari segi
praktik pembiayaannya. Dalam hal ini, penelitian tersebut berfokus pada
pembiayaan Murabahah sebagai modal kerja di BMT BUM Tegal. Peneliti juga
berfokus pada bagaimana praktik pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh
BWM Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan BMT Amanah Ummah Surabaya,
akan tetapi ditambah dengan perbandingan kedua lembaga tersebut. Perbedaan
yang lain juga terlihat dari permasalahan yang diambil oleh peneliti yang mana
menyinggung mengenai Bank Wakaf Mikro

Penelitian kelima yakni, tulisan Ani Faujiah yang termuat dalam 2nd
Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars yang berjudul “Bank Wakaf

Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan

" Maulani Bilgis Fatin Shobrina, Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja
(Studi Kasus di KIKS BMT BUM Tegal), Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, 2015)
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Mikro (UKM)”*® Dalam tulisannya, Ani membahas mengenai bagaimana bank
wakaf mikro memaksimalkan dana wakaf khususnya wakaf uang sebagai
alternatif dalam peningkatan usaha dari pelaku UKM. Selain itu, dia juga
membahas pengaruh inklusi keuangan pelaku UKM yang terjadi karena adanya
bank wakaf mikro.

. Dari permasalahan di atas, tulisan tersebut merupakan satu-satunya
karya tulis ilmiah yang telah terbit dan membahas mengenai bank wakaf mikro.
Tulisan tersebut memiliki kesamaan dengan permasalahan peneliti yakni dalam
hal membedah praktik pembiayaan yang terjadi di bank wakaf mikro. Akan tetapi,
peneliti lebih berfokus pada bank wakaf mikro sebagai lembaga keuangan mikro
syariah bukan pada dana wakaf uang tersebut, walaupun masih ada keterkaitan.
Peneliti jJuga membahas mengenai BMT sebagai perbandingan, bagaimana BWM

ini nantinya akan bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang terjadi di negara

Indonesia.
Tabel 2.1, Penelitian Terdahulu

IDENTITAS | JUDUL PENELITIAN PERSAMAAN PERBEDAAN
Tesis atas nama | Optimalisasi Bank 1. Persamaan yang 1. Perbedaan yang
Siti Aisyah, Wakaf Mikro dalam sangat terlihat sangat mendasar,
program studi Pemberdayaan yakni penelitian ini terlihat pada
Ekonomi Ekonomi Pelaku Usaha sama-sama permasalahan peneliti
Syariah, Fakultas | sekitar Pesantren di membahas adalah pembahasan
Pascasarjana, Jawa Timur mengenai mengenai
Universitas Islam bagaimana praktik perbandingan dua
Negeri Sunan dari Bank Wakaf lembaga keuangan
Ampel Surabaya Mikro. mikro syariah yang
pada tahun 2019 berbeda.

18 Zumrotun Nasikhah, Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku
Usaha Kecil dan Mikro (UKM), Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais
Wilayah 1V Surabaya, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)
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Persamaan lainnya
yakni penelitian ini
menggunakan

penelitian lapangan

juga.

2. Penelitian ini lebih

berfokus pada
ekonomi sedangkan
peneliti mengarah
pada hukumnya.

Skripsi atas nama
Fathul Mujaddidi
Arum, Jurusan
Hukum Bisnis
Syariah, Fakultas
Syariah,
Universitas Islam
Negeri Maulana
Malik Ibrahim
Malang pada
tahun 2017

Pembiayaan
Murabahah dan
Mudharabah, bagi
Pelaku Usaha Kecil
Menengah (UKM), di
Baitul Mal wat Tamwil
(BMT) Whidatul
Ummabh, Desa Plaosan,
Kecamatan Plaosan,
Kabupaten Magetan

Prespektif Hukum Islam

Kesamaan terletak
pada permasalahan
yang diambil oleh
penelitian yakni
menyinggung
mengenai Baitul
Maal wat Tamwil
dari segi praktik
pembiayaannya.
Kesamaan yang
kedua terletak pada
jenis penelitian
yang sama-sama
menggunakan
penelitian hukum
empiris.

. Perbedaannya terletak

pada permasalahan
yang diambil oleh
peneliti yang mana
menyinggung
mengenai Bank
Wakaf Mikro
sedangkan penelitian
sebelumnya tidak
menyetuh ranah itu
sama sekali.

. Lokasi penelitian

berbeda.

Skripsi atas nama
Zumrotun
Nasikhah,
Program Studi
Ekonomi Islam

Penerapan Prinsip
Kehati-hatian
(Prudential Principle)
dalam Meminimalkan
Risiko Pembiayaan

Kesamaan terletak
pada permasalahan
yang diambil oleh
penelitian yakni
menyinggung

. Perbedaannya terletak

pada permasalahan
yang diambil oleh
peneliti yang mana
menyinggung

Fakultas (Studi Kasus di KIKS mengenai Baitul mengenai Bank
Ekonomi dan Baitut Tamwil Maal wat Tamwil Wakaf Mikro
Bisnis Islam, Muhammadiyah dari segi praktik sedangkan penelitian
Universitas Islam | Pemalang) pembiayaannya. sebelumnya tidak
Negeri Kesamaan menyetuh ranah itu
Walisongo selanjutnya terletak sama sekali.
Semarang, pada pada prinsip . Lokasi Penelitian
tahun 2015 kehati-hatian yang berbeda.

juga akan

digunakan dalam

penelitian ini.
Skripsi atas nama | Analisis Praktik Kesamaan terletak . Penelitian ini
Maulani Bilqis Pembiayaan pada permasalahan berfokus pada
Fatin Shobrina, Murabahah untuk yang diambil oleh pembiayaan
Program Studi Modal Kerja (Studi penelitian yakni Murabahah sebagai
Ekonomi Islam Kasus di KIKS BMT menyinggung modal kerja di BMT
Fakultas BUM Tegal) mengenai Baitul BUM Tegal,
Ekonomi dan Maal wat Tamwil sedangkan peneliti
Bisnis Islam, dari segi praktik mengambil praktik
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Universitas Islam
Negeri
Walisongo
Semarang pada
tahun 2015

pembiayaannya.

pembiayaan secara
umum mengenai
modal usaha.

. Perbedaannya terletak

pada penelitian yang
tidak menyinggung
mengenai Bank
Wakaf Mikro.

. Lokasi Penelitian

berbeda

Proceedings
Annual
Conference for
Muslim Scholars
Kopertais
Wilayah IV
Surabaya atas
nama Ani
Faujiah, dari
STAI An Najah
Indonesia
Mandiri Sidoarjo,
pada tahun 2018

Bank Wakaf Mikro dan
Pengaruhnya terhadap
Inklusi Keuangan
Pelaku Usaha Kecil dan
Mikro (UKM)

Karya tulis ini
memiliki kesamaan
dengan
permasalahan
peneliti yakni
dalam hal
membedah praktik
pembiayaan yang
terjadi di bank
wakaf mikro

Peneliti berfokus pada
bank wakaf mikro
sebagai lembaga
keuangan mikro
syariah bukan pada
dana wakaf uang
tersebut

B. KERANGKA TEORI

1. Lembaga Keuangan Mikro

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yakni:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah
lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui
pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota
dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa
konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari

keuntungan.

519

% UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 1 angka 1
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Jika melihat pengertian LKM tersebut, LKM merupakan sebuah
institusi yang harus menghasilkan profit (profit oriented), akan tetapi
dalam hal ini LKM juga bersifat sebagai social motive, yang kegiatannya
lebih bersifat pengembangan komunitas (masyarakat) dengan tanpa
mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan.
Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi,
LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya
disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan
kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat

berpenghasilan rendah.”

b. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro

Bank Indonesia membagi Lembaga Keuangan Mikro menjadi dua,
yakni LKM Bank dan LKM Non Bank. LKM yang yang berwujud bank
adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit
Desa (BKD). Sedangkan LKM yang berwujud nonbank adalah Koperasi
Simpan Pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan, Baitul Maal wat
Tamwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, kelompok

swadaya masyarakat (KSM) dan sebagainya.?

20 1 Gde Kajeng Baskara, “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia,” Buletin Studi Ekonomi, 2
(Agustus, 2013), 115

! Neni Sri Imaniyati, Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil), (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2010), 96
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c. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga yang
memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
Sama halnya dengan Lembaga Keuangan Mikro yang konvensional,
perbedaan yang sangat mendasar yakni dari segi akadnya. Dalam hal ini,
LKMS bergerak pada akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi
nasabahnya, yang mana konsep ini tertera dalam UU No. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan.

Dasar hukum dari praktik pembiayaan yang dilakukan oleh LKMS
mengacu pada pasal 12 ayat (1), UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro, yang berbunyi,

“Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan

oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

dilaksanakan setara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah”?

Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kegiatan usahanya
dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, LKS mempunyai
prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan adanya bunga pada
semua bentuk transaksi, menjalankan bisnis berdasarkan kewajaran dan
keuntungan yang halal, mengeluarkan zakat di setiap hasil transaksinya,

larangan menjalankan monopoli, dan mengajak masyarakat melalui

aktivitas perdagangan yang tidak bertentangan dengan Islam.?®

22 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 12 ayat (1)
2% Unggul Priyadi, Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Yogyakarta: Ul Press,
2018), 1
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2. Koperasi
a. Pengertian dan Dasar Hukum
Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation. Sesuai dengan
arti kata itu, koperasi secara harfiah berarti kerja sama. Secara umum
yang dimaksud dengan koperasi adalah:**
“Suatu badan wusaha bersama yang bergerak dalam bidang
perekonomian beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang
bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan, berkewajiban
melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
para anggotanya”.
Sedangkan, menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian,
pada pasal 1 point 1:
“Koperasi adalah badan hukum vyang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,
yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.
Melihat dari pengertian di atas, kemakmuran rakyat merupakan hal
yang paling diutamakan bukan kesejahteraan perorangan saja. Koperasi
sangat penting dalam menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat guna
mewujudkan  kehidupan yang demokratis, kekeluargaan, dan
keterbukaan. Jika dilihat kembali, hal ini juga sejalan dengan tujuan
koperasi yakni memajukan kesejahteraan rakyat khususnya para anggota
koperasi serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional demi

terwujudnya masyarakat yang adil, maju, dan makmur .

Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dari jalannya

% G. Kartasaputra, Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2001), 1
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praktik di koperasi, yakni:

1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2) UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Perubahan atas UU
No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3) PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi;

4) PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh
Pemerintah;

5) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan
Pinjam oleh Koperasi;

6) PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.

b. Nilai dan Prinsip Koperasi
Koperasi dalam praktik kegiatannya memiliki beberapa nilai dan
prinsip. Dalam hal ini, nilai-nilai yang ada dalam koperasi tertera di
dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2012 dan nilai ini dibagi
menjadi dua, yakni:?
1) Nilai yang Mendasari Kegiatan
a) Kekeluargaan;
b) Menolong diri sendiri;

¢) Bertanggung jawab;

2% UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 5 ayat (1) dan (2)
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d) Demokrasi;
e) Persamaan;
f) Berkeadilan; dan
g) Kemandirian
2) Nilai yang Diyakini Anggota Koperasi
a) Kejujuran;
b) Keterbukaan;
¢) Tanggung jawab; dan

d) Kepedulian terhadap orang lain.

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi, tertera dalam pasal 6 ayat (1) UU
No. 17 Tahun 2012, yakni:*®

1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

2) Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;

3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan
independen;

5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta
memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri,
kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;

6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat

2% UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 6 ayat (1)
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Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan
pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi
lingkungan dan masyarakatnya melalui

kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

3. Bank Wakaf Mikro

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Berdasarkan infografis yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Bank Wakaf Mikro atau bisa disebut BWM diartikan sebagai
Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin OJK yang
bertujuan untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi
masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan
formal. Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup
masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.?’
Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro adalah sebuah nama dari platform
Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam hal ini, OJK berkomitmen
untuk terus mengembangkan Bank Wakaf Mikro di seluruh pelosok
Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,
serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Belum ada aturan yang secara spesifik menjelaskan mengenai Bank

Wakaf Mikro. Ahmad Soekro Tratmono, Kepada Departemen Pengawas

2T Infografis Bank Wakaf Mikro (BWM), https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-
terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx, diakses pada 17
Mei 2019



https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx
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Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa, “ada
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, yaitu Undang-Undang tentang
Lembaga Keuangan Mikro. Kemudian, kita garap lagi di internal. Dua
hari revisi. Kemudian, akhirnya mengerucutlah kepada lembaga
keuangan mikro syariah (LKMS)”.?® Jika dirinci maka dasar hukum dari

Bank Wakaf Mikro, yakni:*®

1) Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan
Mikro;

3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga
Pinjaman atau Bagi Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah
Usaha Keuangan Mikro;

6) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 2 Tahun
2014 tentang Pedoman Tatacara Pemberian Rekomendasi lzin
Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(Permenkop dan UKM) No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan

Koperasi;

28

Arie

Dwi Budiawati, “Cerita di Balik Kelahiran Bank Wakaf Mikro”,

https://www.dream.co.id/dinar/masyarakat-bawah-sulit-mendapatkan-akses-keuangan-

180410b.html, diakses pada 10 Juli 2019

2% Buku Pedoman Pelatihan Pengelola Bank Wakaf Mikro 2017


https://www.dream.co.id/dinar/masyarakat-bawah-sulit-mendapatkan-akses-keuangan-180410b.html
https://www.dream.co.id/dinar/masyarakat-bawah-sulit-mendapatkan-akses-keuangan-180410b.html
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8) POJK No. 12/2014 sttd No. 61/ 2015 Tentang Perizinan dan
Kelembagaan LKM,;

9) POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang Penyelenggaraan
Usaha LKM;

10) POJK No. 14/ 2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM;

11) SEOJK No. 29/2015 Tentang Laporan Keuangan LKM;

12) Nota Program Laznas Yayasan BSM Umat No. 16/0861-02/
LAZNAS BSMU Tanggal 18 Agustus 2017 tentang Usulan
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga

Keungan Mikro Syariah (LKMS).

b. Jenis Akad dan Produk di Bank Wakaf Mikro

Ada beberapa jenis akad yang terdapat di dalam Bank Wakaf Mikro,

antara lain:*

1) Qard, yakni akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah
(mugtaridh) yang memerlukan. Sifat dalam akad Qard adalah
tabarru’ atau bisa disebut dengan akad sosial yang mana bertujuan
untuk menolong tanpa mencari keuntungan. Dasar pengaturan akad
Qard yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa DSN)
No0.19/DSN-MUI/IV/2001;

2) Murabahah, yakni akad jual beli barang antara perbankan dengan
nasabah yang dibayar dengan cara dicicil dengan tujuan untuk

modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas jenisnya,

%0 Buku Pedoman Pelatihan Pengelola Bank Wakaf Mikro 2017
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sifat, bentuk, ukuran dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk jual
beli barang. Dasar pengaturannya adalah Fatwa DSN No0:04/DSN-
MUI/IV/2000 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b;

3) Salam, yakni akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan
pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
Dasar pengaturannya adalah Fatwa DSN  No:05/DSN-
MUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b;

4) Mudharabah, yakni akad kerjasama antara mudharib dengan
shahibul maal dengan kesepakatan bersama dimana dana
sepenuhnya atau 100% oleh pemilik modal dan tujuan dari akad ini
untuk modal kerja. Dasar pengaturannya yakni Fatwa DSN
No:07/DSN-MUI/1V/2000 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal
13 Ayat-2b;

5) ljarah, yakni akad sewa menyewa dan jangka waktu tidak terbatas
sesuai dengan kepentingan nasabah. Dasar pengaturannya yakni
Fatwa DSN No0:09/DSN-MUI/IV/2000 dan POJK 13/2014 sttd
62/2015 Pasal 13 Ayat-2b;

6) Jualah, yakni akad janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan
imbalan tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan
dari suatu pekerjaan. Dasar pengaturannya yakni Fatwa DSN
No:62/DSN-MUI/1V/2007 dan POJK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal

13 Ayat-2c;
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7) Hiwalah, yakni akad dengan pengalihan hutang dari pihak lain
yang bertujuan untuk membayar hutang yang dipunyai oleh
nasabah. Dasar pengaturannya yakni Fatwa DSN No: 12/DSN-
MUI/IVV/2000.

Jenis akad dan produk yang ada di Bank Wakaf Mikro, jika dijelaskan

dalam tabel, maka:

Tabel 2.2, Jenis Akad dan Produk di Bank Wakaf Mikro

NO PRODUK AKAD IMBAL HASIL KETERANGAN
1. | Pinjaman Qardh - -
Pembiayaan Murabahah | Margin Setara 3% pa
2. | Investasi & Salam Margin Setara 3% pa
Modal Kerja
Pembiayaan Mudharabah | Nisbah Maksimal 95 : 5
3.
Modal Kerja
ljarah Sewa Sewa tenaga
pengelola LKMS
untuk biaya
Konsultasi
konsultasi usaha
4. | Pengembangan
Ju’alah Ujrah Fee atau ujrah tenaga
Usaha

pengelola untuk
biaya konsultasi

usaha
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Pengalihan Hiwalah Ujrah Program khusus

Utang melawan rentenir

c. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro

Ketua

Pengurus Sekretaris

Dewan Pengawas Bendahara

Bank Wakaf
Mikro

—————

Dewan Pengawas Syariah Supervisor

Pengelola Operasional Administrasi

Teller

Bagan 2.1, Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro

BWM memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unsur,
antara lain:*!
1) Pengurus, berfungsi untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan
membuat kebijakan umum serta mekukan pengawasan pelaksanaan
kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada

pelaksanaanya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

31 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan
Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi, 218-242

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



30

2) Dewan Pengawas, berfungsi untuk mewakili Rapat Anggota
Tahunan dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus
serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada
pengurus/direksi demi kemajuan LKMS;

3) Dewan Pengawas Syariah, berfungsi untuk melakukan pengawasan
di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh
manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang
produk dan bentuk opersional lainnya supaya tidak bertentangan
sengan prinsip-prinsip syariah;

4) Pengelola  Operasional, berfungsi  untuk  merencanakan,
mengkoordinasikan dan menjalankan semua operasi LKMS guna

mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.

d. Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro bertujuan memberikan pinjaman modal usaha
kepada masyarakat kecil. Pendirian bank Wakaf Mikro pun dilakukan
melalui pesantren-pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK. Jika
melihat tujuan utama dari BWM, BWM merupakan sebuah program OJK
bersama pemerintah yakni mengurangi kemiskinan dan membantu
masyarakat lebih mudah mendapatkan pinjaman sehingga mereka
semakin maju dalam membangun maupun mengembangkan usahanya.
Karakteristik ini bisa dilihat lebih jelas dalam infografis yang dibuat oleh

OJK, yakni:
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BANK
WAKAF

Presiden Rl Joko Widodo,
saat meresmikan bank wakaf mikro di Pondok

Pesamren ‘An Nawawi Tanara, Serang, Banten
(14/3/2018).

£ € Kehadiran Bank Wakaf Mikro di daerah-daerah akan
menggerakan ekonomi bawah dan akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank Wakaf
Mikro menjadi solusi bagi masyarakat yang saat
ini terkendala dengan agunan atau jaminan,
ketika mengajukan pinjaman ke perbankan
konvensional.33

MENDURUNE EKONOMI UMAT
1 Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga ’
| Keuangan Mikro Syariah yang didirikan

atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). !
! Lembaga ini bertujuan menvedla an akses |
I permodalan atau pembiayaan bagi }
| masyarakat kecil yang belum memiliki I
| akses pada lembaga keuangan formal.

Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat L
! meningkatkan taraf hidup masyarakat, |
I serta mampu mengumngn ketimpangan |
\ dan kemi

7

LATAR BELAKANG

« Kemiskinan dan ketimpangan telah
berlanssung menahun. Berdasarkan data
8PS (2017), mmlah penduduk miskin di
Indonesia sebanya 26,6 juta jiwa atau
sekitar 10,

. Dlperluken peran aktif seluruh elemen
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Gambar 2.1, Infografis Bank Wakaf Mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan

Setelah melihat infografis di atas, maka dapat ditarik beberapa

karakteristik transaksi di Bank Wakaf Mikro, antara lain:*

1) Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan

Prinsip Syariah;

%2 Siti Aisyah, Optimalisasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha
sekitar Pesantren di Jawa Timur, Tesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, 2019), h. 67

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

NT
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2) Hanya melakukan fungsi penyaluran pembiayaan dan tidak
menghimpun dana (non deposit taking);

3) Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif di
sekitar pesantren;

4) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan
kelompok dengan sistem tanggung renteng;

5) Para calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih
dahulu sebelum diberikan pembiayaan;

6) Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai
pengembangan usaha, menajemen ekonomi rumah tangga disertai
pendidikan agama;

7) Imbal hasil pembiayaan dengan margin 3% pertahun;

8) Pembiayaan diberikan tanpa agunan.

4. Baitul Maal wat Tamwil

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari beberapa bagian (institusi
keuangan) yakni Baitul Maal, Baitul Tamwil dan Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT). Istilah baitul maal berasal dari bahasa arab, yaitu bait
(<) yang berarti rumah dan al-maal (Jw) yang berarti harta benda
kekayaan. Jadi, baitul maal dapat diartikan sebagai rumah tempat harta
benda kekayaan. Menurut tokoh Islam, baitul maal diartikan sebagai

lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara
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terutama keuangan.*® Dalam praktiknya, Baitul Maal merupakan lembaga
penerima zakat, infak, dan sadagoh (ZIS) sekaligus menjalankannya
sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Istilah selanjutnya yakni Baitul Tamwil. Baitul Tamwil diartikan
sebagai rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu
lembaga. Adapun Baitul Maal wat Tamwil, menurut Arief Budihardjo di
dalam buku Neni Sri Imaniyati (2010), BMT diartikan sebagai kelompok
swadaya masyarakat (KSM) berupa lembaga ekonomi rakyat yang
berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan
sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil
dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Selain itu, tokoh lain ada yang berpendapat bahwa BMT diartikan
sebagai balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep
baitul maal wat tamwil. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan
bazis berupa dana zakat, infak dan sedekah yang dipergunakan untuk
kesejahteraan masyarakat kecil. Sedangkan dari segi baitul tamwil, BMT
mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan
pengusaha kecil beserta anggotanya.*

Secara yuridis, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur
mengenai Baitul Maal wat Tamwil. Dalam hal ini, BMT sebagai
Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang berbentuk dalam payung

hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), juga mempunyai

%% Neni Sri Imaniyati, Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil), 71-72
%% Neni Sri Imaniyati, Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil), 72
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kewajiban yang sama dalam pembentukan Pengawas Syariah. Sesuai
dengan pendapat praktisi BMT, yang berpendapat bahwa telah ada
landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT.

Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah No.
538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga
Keuangan Syariah.® Berkaitan dengan koperasi, BMT memiliki
beberapa dasar hukum yakni:*

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran
Koperasi oleh Pemerintah;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor
104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi;

6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

%% Neni Sri Imaniyati, Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil), 101

% Hestanto, “Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)”,
https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/, diakses pada 10
Juli 2019



https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/
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Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah oleh Koperasi;

7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang
Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Oleh Koperasi;

8) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang
Kelembagaan Koperasi;

9) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/1X/2015 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada
Koperasi;

b. Mekanisme Akad di Baitul Maal wat Tamwil

Akad yang terjadi di Baitul Maal wat Tamwil dalam penyusunannya
harus sesuai syariah dan hukum positif. Ketentuan umum akad-akad
Koperasi BMT (KJKS/UJKS), yakni:*’

1) Koperasi BMT wajib membuat akad penghimpunan dan
penyaluran dana sesuai dengan ketentuan syariah;

2) Koperasi BMT dapat memperluas cakupan akad atau perjanjian

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;

8" Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan
Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi, 44-45
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3) Koperasi BMT wajib memberikan informasi secara menyeluruh
kepada anggota dan menegaskan jenis transaksi syariah yang
digunakan dan tidak mengandung unsur haram;

4) Persyaratan akad dibatasi untuk produk dan jasa yang paling
dominan dalam industri Koperasi BMT yaitu penghimpunan dana
menggunakan wadi’ah atau mudharabah, sedangkan penyaluran
dana menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah),
prinsip jual beli (salam, istisna), prinsip sewa (ijarah dan ijarah
muntahiyah bit tamlik) dan pinjaman (gardh);

5) Ketentuan penerapan sanksi (ta’widh) bagi anggota Yyang

merugikan Koperasi BMT untuk melengkapi pengaturan akad.

Pembagian akad dalam praktik BMT dibagi menjadi dua yakni akad
tabarru’ dan akad tijarah. Jika dijelaskan secara rinci, maka:*®
7) Akad Tabarru’

Akad tabarru’ merupakan akad yang tidak berfokus terhadap
pencarian keuntungan. Kegiatan akad ini didasarkan dengan tujuan
tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan. Beberapa macam
akad tabarru’, antara lain:

a) Akad Qard, yang berarti pinjaman yang diberikan tanpa ada

syarat tertentu;

b) Rahn, yang berarti menahan salah satu harta milik si peminjam

%8 Unggul Priyadi, Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, 48
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sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya;

¢) Hiwalah, yang berarti pemberian pinjaman uang yang bertujuan
untuk mengambil alih piutang dari pihak lain dikarenakan
ketidaksanggupan membayar;

d) Wakalah, vyang berarti akad pemberian kuasa untuk
melaksanakan tugas atas nama pemberi kuasa;

e) Wadi’ah, yang berarti akad penitipan barang dan/atau jasa
dengan tujuan menjaga barang ataupun uang tersebut;

f) Kafalah, yang berarti akad pemberian jaminan yang diberikan
satu pihak kepada pihak lainnya guna sebagai jaminan

pembayaran suatu hutang.

8) Akad Tijarah
Akad Tijarah merupakan akad yang lebih berfokus terhadap
pencarian keuntungan (profit oriented). Beberapa macam akad tijarah,
antara lain:*°
a) Murabahah, diartikan sebagai akad jual beli dimana besarnya
keuntungan secara terbuka dapat diketahui penjual atau pembeli;
b) Salam, diartikan sebagai akad jual beli barang dengan cara
pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-

Syarat tertentu;

% Unggul Priyadi, Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, 50-51
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c) Ishtisna’, diartikan sebagai akad jual beli dalam bentuk pesanan
(order) barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu
yang disepakati antara pemesan dan penjual;

d) Musyarakah, diartikan sebagai akad kerjasama antara kedua
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-
masing pihak memberikan kontribusi (modal atau keahlian)
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama;

e) Mudharabah, diartikan sebagai akad kerjasama dimana satu
pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak
lainnya memberikan kontribusi keahlian. Keuntungan dibagi
sesuai dengan kesepakatan dan kerugian sesuai porsi investasi;

f) ljarah, diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran
sewa/ upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikikan
barang itu sendiri;

g) ljarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), diartikan sebagai akad
ljarah yang membuka kemungkinan perpindahan kepemikikan

atas objek ijarahnya pada akhir periode.

c. Struktur Organisasi Baitul Maal wat Tamwil

BMT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unsur,
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antara lain:*

Rapat Anggota
Tahunan

Dewan Pengawas

Pengelola

: Garis Koordinasi (Manajer)

- - - . Garis Pengawasan

CSO & PR Tekker & Akunting Marketing Funding
Anggota

Bagan 2.2, Struktur Organisasi Baitul Maal wat Tamwil

-

Marketing Landing

Sesuai dengan bagan di atas, jika dijelaskan secara rinci mengenai

struktur organisasinya maka:

1) Rapat Anggota Tahunan (RAT), merupakan agenda wajib setiap
badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang
pertanggunjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada
anggota koperasi yang bersangkutan;

2) Dewan Pengawas Syariah, merupakan pengawas yang bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi

kegiatan lembaga agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

“0 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan
Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format Koperasi, 218-242

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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3) Pengurus, merupakan jabatan yang melakukan kontrol dan
pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas organisasi dalam
rangka menjaga kekayaan BMT serta memberikan arahan dalam
upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya;

4) Pengelola, merupakan pihak yang melakukan perencanaan,
pengkoordinasian dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi

yang meliputi pengimpunan dana serta berbagai kegiatan.



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. JENISPENELITIAN

Metode penelitian merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis
untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu basil karya ilmiah (penelitian)
tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan
mengutamakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian pada dasamya
merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan tertentu.** Penyusunan
penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum
empiris yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lapangan (field
research), tentunya langsung bertemu dengan narasumber dan melihat
implementasi hukum di lapangan.

Metode penelitian hukum empiris juga dapat diartikan metode penelitan
hukum untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaiman
bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.*> Dalam hal ini, peneliti juga akan
melakukan observasi lapangan terhadap kedua terkait bagaimana kegiatan praktik
dari lembaga serta melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui
langsung bagaimana keadaan sebenarnya dalam Praktik Pembiayaan yang terjadi
di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal wat

Tamwil Amanah Ummah Surabaya.

*1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Al Fabeta, 2011), 2
#2 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

41
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B. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini  menggunakan dua
pendekatan, yakni pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Jika dijelaskan pengertiannya, Pendekatan yuridis
sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi
sosial yang nyata dan bersifat fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan
hukum secara empiris dengan mengamati serta mengikuti kegiatan dari objek
penelitiannya.®

Statute Approach yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yakni UU No. 17
Tahun 2012 tentang Perkoperasian, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan mempelajari hal tersebut,
peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

dihadapi.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat (lembaga) yang berbeda.
Lokasi penelitian yang pertama, yakni Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava
Mandiri yang terletak di kawasan Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fithrah dan

beralamat di jalan Kedinding Lor No. 99, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran,

*% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), 51



43

Kota Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan lokasi penelitian yang kedua, yakni
Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah yang terletak di kawasan Ruko Grand
Ahmad Yani dan beralamat di jalan Ahmad Yani Frontage Road 151-P, Surabaya,

Jawa Timur.

D. JENIS DAN SUMBER DATA
Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari dua jenis
data, yakni data primer dan data sekunder. Jika dijelaskan secara rinci maka:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masalah melalui

£.* Dalam hal ini, data

wawancara dan observasi untuk penelitian kualitati
primer penelitian ini berupa wawancara dan observasi lapangan terhadap
lembaga Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul

Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah dalam informasi yang diperoleh dari buku-buku
atau dokumen tertulis. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi media
penunjang berupa buku, majalah, jumal, intemet, dan media lain yang
berkaitan dengan praktik pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah,

khususnya tentang Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal wat Tamwil.

* Erik S. Rahmawati, dkk, Pedoman Penulisan Karya llmiah Tahun 2015, (Malang: Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik I1brahim Malang, 2015), h.47
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E. METODE PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara,
antara lain:
1. Observasi
Observasi atau pengamatan, merupakan salah satu alat tertua yang
dipergunakan di dalam penelitian, untuk memperoleh data yang
diperlukan.** Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut
adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti
langsung pergi ke lokasi untuk mengetahui bagaimana praktik
pembiayaan yang terjadi di Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal wat
Tamwil, serta bagaimana penerapan UU No. 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dengan wawancara Yyaitu percakapan dengan
maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban
atas pertanyaan itu.*® Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung
berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak
langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada

kesempatan lain. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara secara

* Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta Selatan: IND-
HILL-CO, 1990), 122
* Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135



45

langsung dengan responden yaitu pengelola bank wakaf mikro, pengelola

baitul maal wat tamwil, pelaku usaha serta masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut adanya
pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti akan membuktikan
data-data penelitian dengan adanya foto-foto kegiatan beserta beberapa
dokumen vyang didapatkan setelah melakukan penelitian, guna

memperkuat data yang penulis dapat di penelitian tersebut.

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis
data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini, jenis penelitian
yang digunakan oleh peneliti yakni penelitian hukum empiris. Penelitian hukum
empiris bisa diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Kualitatif artinya
menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang
tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.*’

Sedangkan analisis data diartikan sebagai proses penyusunan secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

*" Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 224
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pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman (1994) mendefinisikan analisis data terdiri dari tiga
arus aktivitas bersamaan yakni, data reduction, data display dan conclusion
drawing/ verification.*®

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan,
penyederhanaan, pengurangan dan transformasi data yang muncul dalam
catatan lapangan atau transkripsi. Seperti yang kita lihat, reduksi data
terjadi terus menerus sepanjang umur proyek yang berorientasi kualitatif,
reduksi data antisipatif terjadi ketika peneliti memutuskan kerangka kerja
konseptual mana, kasus mana, pertanyaan penelitian mana, dan

pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih.

2. Data Display (Tampilan Data)

Tampilan data adalah kumpulan informasi terorganisir dan
terkompresi yang memungkinkan penarikan dan tindakan kesimpulan.
Tampilan yang dibahas dalam buku ini mencakup banyak jenis matriks,
grafik, bagan, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan
informasi yang terorganisir menjadi bentuk yang mudah diakses dan
ringkas sehingga analis dapat melihat apa yang terjadi dan menarik
kesimpulan yang dibenarkan atau melanjutkan ke langkah analisis

selanjutnya yang disarankan oleh tampilan yang mungkin berguna

8 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded
Sourcebook, 2nd ed., (California: SAGE Publications, 1994), h. 10-11
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3. Conclusion Drawing / Verification (Gambar Kesimpulan / Verifikasi)

Analisis kualitatif mulai memutuskan apa yang dimaksud bukan
keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, aliran sebab-
akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis.
Kunjungan singkat kembali ke catatan lapangan, atau mungkin
menyeluruh dan rumit, dengan argumentasi dan ulasan panjang di antara
diskusi teman sejawat untuk mengembangkan atau dengan upaya yang

luas untuk mereplikasi sebuah temuan dalam kumpulan data lain.

Components of Data Analysis: Flow Model

Daen ecollaction period

R e
N ! BATA REDUCTION 4
' .‘ntin!.p-unry' During Post i
1 DATA DISEPLAYS |
: During Post | “AMNALY SIS

: CONGLUSION CRAWING/VERIFICATLON
During Pase

Gambar 3.1, Teknik Analisis Data Miles dan Huberman
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LEMBAGA
1. Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya
a. Sejarah Lembaga

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985
bermula dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al
Ishagy RA. Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren
Darul ‘Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh
Hadhrotusy Syaikh Al Arif Billah KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy ra
sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik
dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat
dengan pasar dan pusat keramaian.

Pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah Ust. Musyafa memiliki
keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar
lingkungan pesantren. Dengan potensi sekitar 3.000 santri setiap
tahunnya, Pesantren Assalafi Al fithrah memiliki potensi pasar dan SDM
yang menjanjikan. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava
Mandiri Surabaya dalam hal ini merupakan tahap kedua dari program
“Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar
Pesantren”.

Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dimulai

dari penetapan badan hukum sebagai Koperasi Jasa oleh Kementerian

48
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Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM).
Penetepan ini dilakukan pada 22 September 2017 yang dibuktikan
dengan  Keputusan Menteri Kemenkop & UKM  Nomor:
007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian
Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

Pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan
dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor: KEP — 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha
kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wava
Mandiri. Satu bulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, pada 01
Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri memulai kegiatan
usahanya yang ditandai dengan kegiatan soft launching berupa aktivitas
pencairan pembiayaan. Kegiatan pembiayaan ini disalurkan kepada 15
(lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan
Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)
selama kurang lebih 2 (bulan) hari kerja.

LKM Syariah Al Fithrah Wava Mandiri awalnya dikelola oleh 3 orang
pengurus dan 3 orang pengelola harian di bawah kepemimpinan Ustadz
Ali Sofwan Muzani, M.Pd.l yang menjabat sebagai Ketua Pengurus
LKM Syariah. Pada tanggal 9 Maret 2018 tepatnya 21 Jumadil Akhir
1439 H, LKM Al Fthrah Wava Mandiri secara resmi diresmikan oleh

Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah
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Surabaya, dan namanya menjadi Bank Wakaf Mikro (BMW) Al Fithrah
Wava Mandiri Surabaya. Dalam perjalanannya, pada Desember 2018,
BWM Al Fithrah Wava Mandiri telah memiliki 220 (Dua Ratus Dua
Puluh) nasabah yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) KUMPI dengan
nilai total pembiayaan sebesar Rp 220.000.000,-.

Program ini diupayakan oleh beberapa lembaga yang saling memiliki
keterkaitan, yakni Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri
(LAZNAS BSM) Umat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dana bank wakaf yang
disalurkan kepada nasabah bukan berasal dari nasabah, tapi dari hasil
wakaf perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Sampai saat ini, modal
awal BWM Al Fitrah Wava Mandiri terkumpul sebesar Rp. 4 Miliar,
yang dalam praktiknya sebagian besar pelaku usaha bergerak di usaha
kecil menengah. Seperti penjual kue, penjual soto, menjahit, peracangan
dan banyak lagi.

Bank Wakaf Mikro juga sangat mudah dikenali oleh kalangan awam,
yang mana dalam hal ini BWM memiliki desain logo, seperti gambar di

bawah ini:

&l\nr wakaf mikro

Gambar 4.1, Logo Bank Wakaf Mikro
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Berbeda halnya dengan desain papan nama setiap lembaga BWM
yang sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Desain papan nama
di sini terlihat sangat jelas dan yang membedakan hanya nama dari setiap
lembaganya. Contoh dari papan nama lembaga BWM Al Fithrah Wava

Mandiri Surabaya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2, Papan Nama BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

b. Lokasi Lembaga

BWM Al Fithrah Wava Mandiri berlokasi di jalan Kedinding Lor, Gg.
Kemuning No. 8A, Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota
Surabaya, Jawa Timur, kode pos 60129. Jika dilihat dalam google maps,

maka:

Gambar 4.3, Lokasi BWM Al Fithrah Wava Mandiri di Google Maps

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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c. Visi dan Misi Lembaga
1) Visi BWM Al Fithrah Wava Mandiri
“Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan
sejahtera”.
Fungsi lembaga keuangan mikro syariah ini bisa dikatakan sebagai
lembaga intermediasi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat
guna menjadikan sumber kemakmuran dan kesejahteraan dalam

perekonomian masyarakat.

2) Misi BWM Al Fithrah Wava Mandiri

a) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan
makmur;

b) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah
dan berakhlak;

c) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan
hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain;

d) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada

sekitar pesantren.

d. Susunan Kepengurusan Lembaga
Susunan kepengurusan lembaga BWM Al Fithrah Wava Mandiri,

dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
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Ketua

Ali Sofwan Muzani,
M.Pd.I

Sekretaris

Pengurus
Suroso, M.Pd.|

Dewan Pengawas Bendahara

H. Muhammad Musyafa', Nurusshoba Aristha,
Susunan Pengurus M. Th SEI

BWM Al Fithrah
Wava Mandiri _—
Surabaya Dewan Pengawas Syariah Supervisor
. Ali Hamdan, M.E.| Siti Aisyah, S.E

Pengelola Operasional

Administrasi

Sutrisnis Kusumah
Ningtyas

Manager
Suroso, M.Pd.1

Teller

Nurrinda Amalia,
S.Pd

Bagan 4.1, Susunan Pengurus BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Struktur Pengurus Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Surabaya pada tahun 2018-2019, jika dijelaskan maka:

1) Pengurus

a) Ketua
b) Sekretaris
c) Bendahara
2) Dewan Pengawas
Dewan Pengawas
3) Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah
4) Pengelola Operasional

a) Manager

: Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I

: Suroso, M.Pd.l

: Nurusshoba Aristha, S.E.I

: H. Muhammad Musyafa’, M.Th

: Ali Hamdan, M.E.I

: Suroso, M.Pd.lI

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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b) Supervisor : Siti Aisyah, S.E
¢) Administrasi : Sutrisnis Kusumah Ningtyas
d) Teller : Nurrinda Amalia, S.Pd

2. Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya
a. Sejarah Lembaga

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Amanah Ummah Surabaya, didirikan
pada tahun 1995 oleh 14 orang pemuda lulusan short course Perbankan
Syariah. Lembaga ini didirikan dengan modal awal masing-masing orang
antara Rp. 100.000 sampai dengan 500.000,- sehingga terkumpul Rp.
2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal
15 Juli 1995, Koperasi Swadaya Masyarakat Baitul Maal wat Tamwil
(KSM-BMT) Amanah Ummah resmi didirikan dan memiliki 4 orang
tenaga kerja di daerah Darmorejo 3 No. 4, Surabaya dengan keadaan
yang sangat sederhana.

Pada tahun 1999, seiring berjalannya waktu, merupakan tahun
perkembangan yang sulit bagi KSM-BMT Amanah Ummabh, dikarenakan
adanya pengaruh krisis ekonomi global yang melanda Indonesia. Akan
tetapi, perkembangan jumlah anggotanya telah mencapai 356 orang
dengan outstanding simpanan mencapai Rp 47,8 juta dan outstanding
pembiayaan mencapai Rp. 68,6 juta. Selanjutnya pada tahun 2000, KSM-
BMT Amanah Ummah bergabung dengan Koperasi Cahaya Amanah

sebagai unit usaha simpan pinjam secara syariah, dan namanya berubah
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menjadi BMT Amanah Ummah.

Perkembangan usaha BMT Amanah Ummah yang cukup signifikan,
membuat perolehan aset mencapai Rp 1.172 Milyar. Pada tahun 2006,
perkembangan ini sesuai dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah
dan Dinas Koperasi, yang mana pada akhirnya BMT Amanah Ummah
dapat membentuk badan hukum secara terpisah. Sehingga pada tanggal
18 juli 2006 dihadapan Notaris, BMT Amanah resmi menjadi Koperasi
Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Amanah Ummah Jawa Timur.
Lembaga tersebut disahkan pada tanggal 7 Agustus 2006 oleh Dinas
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.

Pada tahun selanjutnya, KIKS Amanah Ummah berpindah tempat ke
lokasi yang cukup representative yakni di Jalan Karah Agung No. 42B,
Surabaya. Hal ini berguna untuk menjaring masyarakat mikro yang ingin
memperolah pembiayaan guna mempertahankan serta meningkatkan
usahanya. Pada tahun 2009, KIKS Amanah Ummah mulai mendirikan
kantor cabang pertamanya di wilayah Sidoarjo, tepatnya di jalan Raya
Sukodono No. 41, Sidoarjo. Selanjutnya pada tahun 2010, KIKS Amanah
Ummah mulai mendirikan kantor cabang kedua di jalan Darmokali No.
79 Surabaya dan tahun adanya kegiatan audit eksternal.

Beberapa tahun selanjutnya tepatnya pada tahun 2012, KJKS Amanah
Ummah kembali membuka kantor cabang di daerah Jojoran Surabaya,
dan melakukan pembelian aset ruko di jalan Ahmad Yani Surabaya, yang

nantinya akan menjadi kantor pusat dari KIKS BMT Amanah Ummah
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Surabaya. Hal ini guna lebih mendapatkan kepercayaan dari anggota dan
menambah manfaat untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya
pada anggota. Dan pada tahun 2016, sesuai dengan Keputusan
Kementrian Koperasi maka KIJKS Amanah Ummah berubah nama
menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT Amanah Ummah Surabaya.

KSPSS BMT Amanah Ummah dalam hal ini memiliki desain logo,

seperti gambar di bawah ini, yakni:

Gambar 4.4, Logo KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya

b. Lokasi Lembaga

Kantor Pusat KSPSS BMT Amanah Ummah berlokasi di Ruko Grand
Achmad Yani 151-P, di jalan Jendral Ahmad Yani No0.138, RT.001
RW.03, Gayungan, Jemur Wonosari, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan

kode pos 60237. Jika dilihat dalam google maps, maka:

Gambar 4.5, Lokasi KSPSS BMT Amanah Ummah di Google Maps

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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BMT Amanah Ummah juga memiliki beberapa cabang dan kantor kas
yang terletak di beberapa lokasi, yakni:
1) Kantor Cabang Sidoarjo : JI. Raya Sukodono 41, Sukodono
Sidoarjo, Tlp/fax : (031) 8830392
2) Kantor Kas Darmokali :JI. Darmokali 79, Wonokromo,
Surabaya, Tlp/fax : (031) 5616192
3) Kantor Kas Karah : JI. Karah Agung 1/35 Jambangan,

Surabaya, Tlp/fax : (031) 828 6288

c. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga
1. Visi BMT Amanah Ummah
“Dengan Ridlo Alloh SWT menjadi Koperasi Syariah Terdepan
dan Tedekat di Hati Masyarakat Ekonomi Mikro, Kecil dan

Menengah”

2. Misi BMT Amanah Ummah
1) Memberikan Pelayanan dan Pendampingan Masyarakat Usaha
Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan kualitas hidup;
2) Membudayakan dan Mendekatkan Masyarakat pada Lembaga

Keuangan Syariah dan Bermuamalah secara Syariah.

3. Tujuan BMT Amanah Ummah
Pada tahun 2020 Menjadi koperasi syariah profesional yang

menjadi pilihan utama dalam bermuamalah.
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d. Struktur Organisasi Lembaga

Struktur organisasi lembaga KSPSS BMT Amanah Ummah terdiri
dari 3 unsur yakni Dewan Pengawas Syariah, Pengelola dan Dewan
Pengawas Usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah

ini:

Rapat Anggota
Tahunan

H. Sanusi Anwar,
S.E

H. Imam Hambali |
S.E., MSEI

PENGAWAS
KETUA

PENGURUS
KETUA

———————

: Garis Koordinasi [
Sulliyantoro, S.Pd
- - - . Garis Pengawasan R

GENERAL
MANAGER

KACAB
SURABAYA

KABAG KACAB
KEUANGAN SIDOARJO

KABAG SDI
& SPI

IK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b . -
MARKETING CS & TELLER ACCOUNTING DMLY MARKETING CS & TELLER
PEMBIAYAAN

Bagan 4.2, Struktur Organisasi KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya

OF MAULAN

Jika dijelaskan secara rinci, adapun struktur organisasi KSPPS
Amanah Ummah Surabaya adalah:
1) Susunan pengawas KSPPS Amanah Ummah Surabaya
a) Ketua : H. Sanusi Anwar, SE

b) Anggota : Teguh Rahayu Wismiati, S.E dan Achmad
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Syukron, S.Si, M.Pdi
2) Susunan pengurus KSPPS Amanah Ummah Surabaya

a) Ketua : H. Imam Hambali S.E, MSEI (Direktur CV
Alfa Surya, Pembina Yayasan Nurul Falah
Surabaya dan Bendahara Yayasan Yatim
Mandiri)

b) Sekretaris : Drs. H. Muhammad Shufyan Bahri, MPSDM
(Ketua Yayasan Bina Masyarakat Madani
Surabaya dan Direktur Dompet Dhuafa Jawa
Timur)

¢) Bendahara . Drs. Ismail

3) Susunan pengelola KSPPS Amanah Ummah Surabaya
a) General Manager : Sulliyantoro, S. Pd
b) Support system : Alfans Arianto S.E
c) HRD . Shifa Wiladah, S. Psi
d) Accounting : Linake Septi Elfianti
e) Marketing KSPPS Amanah Ummah Surabaya, antara lain:
I. Nabilah Qonitah
ii. Vivi Endarti
iii. Amalia Rizki Ichwana
iv. Dina Nurisma
f) Customer Service : Nur Arumaning Rahayu

g) Teller : Shenja Nursela.
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IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO AL
FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA DAN BAITUL MAAL
WAT TAMWIL AMANAH UMMAH SURABAYA
1. Impelementasi Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava
Mandiri Surabaya
a. Produk dan Jenis Usaha
Bank Wakaf Mikro memiliki beberapa produk pembiayaan, yakni
gard, murabahah, salam, mudharabah, ijarah, jualah dan hiwalah. Jika
dijelaskan secara rinci, maka:
1. Pinjaman
Qard, yakni akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah
(mugtaridh) yang memerlukan. Sifat dalam akad Qard adalah tabarru’
atau bisa disebut dengan akad sosial yang mana bertujuan untuk

menolong tanpa mencari keuntungan;

2. Pembiayaan dan Investasi Modal Kerja
a) Murabahah, yakni akad jual beli barang antara perbankan
dengan nasabah yang dibayar dengan cara dicicil dengan tujuan
untuk modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas
jenisnya, sifat, bentuk, ukuran dan lain-lain. Dalam hal ini,
margin (imbal hasil) dari pembiayaan ini yakni setara 3%
pertahun;

b) Salam, yakni akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan
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pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
Dalam hal ini, margin (imbal hasil) dari pembiayaan ini yakni

setara 3% pertahun;

3. Pembiayaan Modal Kerja

Mudharabah, yakni akad kerjasama antara mudharib dengan
shahibul maal dengan kesepakatan bersama dimana dana sepenuhnya
atau 100% oleh pemilik modal dan tujuan dari akad ini untuk modal

kerja;

4. Konsultasi Pengembangan Usaha
a) ljarah, yakni akad sewa menyewa dan jangka waktu tidak
terbatas sesuai dengan kepentingan nasababh;
b) Jualah, yakni akad janji atau komitmen (iltizam) untuk
memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (natijah)

yang ditentukan dari suatu pekerjaan;

5. Pengalihan Hutang
Hiwalah, yakni akad dengan pengalihan hutang dari pihak lain

yang bertujuan untuk membayar hutang yang dipunyai oleh nasabah.
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b. Tahap-tahap Pembiayaan
Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui
beberapa tahapan, antara lain:
1) Tahap Identifikasi
Yakni tahap mengeidentifikasi nasabah yang dilakukan dengan
mengunjungi kelurahan terdekat menanyakan data masyarakat yang
miskin namun mereka produktif. Dalam hal ini, masyarakat harus
mempunyai usaha meski skala kecil. Identifikasi nasabah juga bisa
dilakukan dengan cara mendatangi RT /RW, Ibu ibu PKK dan ibu ibu

pengajian sekitar pesantren.

2) Tahap Sosialisasi

Setelah mendapatkan data dari kelurahan, selanjutnya adalah
melakukan sosialiasi terkait dnegan lembaga bank wakaf mikro
kepada masyarakat, baik itu menyasar ibu ibu pengajian, atau arisan
PKK dan yang lainnya. Selain sosialiasi pengelola juga memastikan
masyarakat yang berminat untuk selanjutnya dilakukan survey kepada

calon nasabah.

3) Tahap Survey
Tahap ini merupakan tahap ketiga setelah dilakukan tahap
sosialisasi kemudian dilakukan tahap survey untuk menentukan

apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori survey. Pegawai
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BWM melakukan survey ke rumah satu persatu calon nasabah dengan
menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka. Cara penilaian
kelayakan anggota dilihat dari beberapa kriteria, yakni:

a) Indeks Rumah (IR)

IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota
mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin.
Luas rumah yang kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak
memenuhi.

b) Indeks Pendapatan (IP)

Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga
yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari
Rp. 2.400.000 (sesuaikan dalam kondisi lokal) tergolong sebagai
golongan orang miskin.
¢) Indeks Asset (1A)

Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi
meliputi asset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset
yang likuid seperti uang tunai, tabungan.

d) Indeks Pemilik Tanah (IT)

Program modal usaha yang dimaksudkan untuk orang-orang
miskin yang tidak memiliki tanah atau tanah yang dimiliki sedikit
dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki
sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat

menghidupinya untuk sepanjang tahun.
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4) Tahap Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK)

Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan survey selesai
dilaksanakan, para calon nasabah dikumpulkan kemudian diberikan
atau diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di bank
wakaf mikro. Kemudian pendampingan menginstuksikan kepada

calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

5) Tahap Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan
layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahapan pelatihan
wajib kelompok yang dilakukan selama 5 hari berturut-berturut.
Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi yang diberikan kepada
calon nasabah yang mengikuti proses PWK. Materi yang diberikan
kepada calon nasabah beberapa hal yaitu terkait dengan lembaga, hak
dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang
manfaat menabung meskipun di bank wakaf mikro sendiri tidak
menerima funding, hanya berfokus pada lending atau penyaluran dana

pada masyarakat.

6) Tahap Uji Pelatihan Kelompok (UPK)
Tahapan ini dilakukan oleh calon nasabah dengan didampingi oleh
supervisor dan manager, calon nasabah diberi waktu 30 menit untuk

mengerjakan soal yang sudah disiapkan oleh pengelola sebelumya.
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Setelah selesai mengerjakan pengelola langsung mengoreksi hasil dari

jawaban calon nasabah dan dengan cepat memberi nilai.

7) Tahap Pencairan

Tahap ini dilaksanakan setelah selesai UPK (uji pelatihan
kelompok) dan langsung diadakan rapat antara pengelola dan
pengurus terkait calon nasabah dan usaha yang mereka punya. Setelah
ada ACC dari pihak pengelola dan pengurus maka langkah
selanjutnya yaitu pencairan. Pencairan dilakukan dengan 3 tahap
karena menggunakan sistem 2-2-1. Sistem ini bermaksud yang
dicairkan terlebih dahulu adalah yang paling membutuhkan disusul
dengan yang di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok
atau ketua KUMPI yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dalam
kelompok itu sendiri.

Apabila dalam kelompok itu ada 15 orang maka yang urutan
pencairan adalah 6 orang yang paling belakang, disusul 6 orang
setelahnya dan terakhir adalah 3 orang yang duduk di paling depan,
dan biasanya adalah ketua KUMPI itu sendiri. Untuk pencairan tahap
awal dari pihak BWM memberikan dana pinjaman atau pembiayaan
kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 1.000.000 per orang dan untuk
angsurannya sendiri adalah Rp. 25.000 per minggu dengan jangka

waktu 40 minggu atau 10 bulan.



66

8) Tahap Halagoh Mingguan

Halagoh mingguan atau yang disebut dengan HALMI dilakukan
seminggu sekali dengan di dampingi oleh pihak pengelola bank wakaf
mikro dengan durasi waktu maksimal 1 jam setiap pertemuan. Dalam
pertemuan halagoh mingguan yang dilakukan oleh pengelola bukan
hanya berfokus pada penarikan angsuran namun juga ada beberapa
kajian yang diisi. Mulai dari ngaji asmaul husna bersama sampai
dengan pemberian kajian dari ustadz yang diundang dari pondok.
Nasabah merasa sangat terbantu baik dari segi finansial dan segi

spiritual.

2. Implementasi Pembiayaan di Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah
Surabaya
a. Produk dan Jenis Usaha
BMT Amanah Ummah dalam menjalankan usahanya, memiliki dua
macam produk berdasarkan fungsinya yakni simpanan dan pembiayaan.
Simpanan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh anggota, calon
anggota atau koperasi dalam bentuk simpanan kepada lembaga. BMT
Amanah Ummah sendiri, memiliki beberapa jenis simpanan, antara lain:
1) Simpanan Mudharabah Harian, diartikan sebagai tabungan
anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah yang
fleksibel, dan memberikan bagi hasil sesuai syariah;

2) Simpanan Mudharabah Mugoyyadah, diartikan sebagai akad
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komersial kerjasama usaha antara Shahibul Maal (Penanam Modal)
dengan Mudharib (Pengusaha) pada usaha yang ditunjuk, dengan
nisbah dan jangka waktu yang ditentukan;

3) Simpanan Tilmidzun, diartikan sebagai tabungan anggota pada
koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah khususnya bagi
pelajar dan mahasiswa yang penyetorannya dapat dilakukan
sewaktu waktu, ringan dan bebas biaya administrasi;

4) Simpanan Fitri, diartikan sebagai tabungan anggota pada koperasi
dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah yang penarikannya
dilakukan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri;

5) Simpanan Walimah, diartikan sebagai tabungan anggota pada
koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah yang ditujukan
untuk membantu merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan
menghadapi hari pesta pernikahan;

6) Simpanan Aqiqoh, diartikan sebagai tabungan anggota pada
koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah yang
direncanakan untuk mempersiapkan agigoh buah hati dan juga
meringankan anda dalam melaksanakan sunnah rasulullah;

7) Simpanan Qurban, diartikan sebagai tabungan anggota pada
koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah yang merupakan
simpanan terprogram diperuntukkan untuk kebutuhan pembelian
hewan qurban;

8) Simpanan Berjangka Investasi, diartikan sebagai tabungan anggota
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pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah yang setoran
sekaligus penarikannya dapat disesuaikan dengan perjanjian yang
telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu, bisa 1 bulan
atau 3 bulan bahkan 12 bulan;

9) Simpanan Sejahtera, diartikan sebagai tabungan anggota pada
koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah dimana anda bisa
merencanakan keuangan di masa depan yang waktunya dapat
disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama untuk
jangka waktu tertentu, bisa 5 tahun bahkan sampai dengan 30
Tahun;

10) Simpanan Beasiswa, diartikan sebagai adalah tabungan anggota
pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah yang
diperuntukkan bagi putra—putri anda saat memasuki jenjang
pendidikan dasar hingga perguruan tinggi;

11) Simpanan Haji dan Umroh, diartikan sebagai tabungan anggota
pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlagah
diperuntukkan Bagi Anda yang telah berniat untuk menunaikan
ibadah haji/umrah ke tanah suci dengan menyisihkan sebagian dana
yang Anda miliki untuk ditabung.

Sedangkan dalam produk pembiayaan, ada beberapa jenis pembiayaan

yang tersedia di BMT Amanah Ummah Surabaya, antara lain:

1) Pembiayaan Murabahah Produktif, diartikan sebagai akad

transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan



69

dan keuntungan (marjin) yang disepakati pihak penjual (koperasi)
dan pembeli (anggota, calon anggota, dan koperasi lain) dan atas
transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk
melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai
dengan pembayaran imbalan keuntungan yang disepakati di muka
sesuai akad;

2) Pembiayaan Murabahah Konsumtif, diartikan sebagai pembiayaan
yang dilakukan dengan menggunakan prinsip Murabahah tetapi
tujuannya untuk kebutuhan konsumtif anggota;

3) Pembiayaan Mudharabah, diartikan sebagai akad kerjasama
permodalan usaha di mana Koperasi sebagai pemilik modal
menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota atau
anggotanya sebagai pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha
sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi
bersama sesuai kesepakatan;

4) Pembiayaan Mudharabah Mikro, diartikan sebagai pembiayaan
yang menggunakan prinsip Mudharabah dengan batas pembiayaan
mikro yakni Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5) Pembiayaan Mudharabah Muqoyyadah, diartikan sebagai akad
komersial kerjasama usaha antara penanam modal dengan
pengusaha pada usaha yang ditunjuk, dengan kesepakatan dan
jangka waktu yang ditentukan;

6) Pembiayaan Musyarakah, diartikan sebagai akad kerjasama
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permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak
sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan
modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan,
dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak;

7) Pembiayaan ljarah, diartikan sebagai akad sewa menyewa antara
muajir  (lessor/penyewal/anggota, calon anggota, dan atau
anggotanya) dengan musta jir (lessee/yang menyewakan/koperasi)
atas majur (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas
barang/jasa yang disewakannya;

8) Pembiayaan Kafalah, diartikan sebagai akad pemberian jaminan
atau menanggung hutang dari Makfuul anhu (anggota, calon
anggota, dan atau anggotanya) kepada Makful lahu (pihak
ketiga) dengan dikenakan biaya ujroh (penjaminan atau upah) atas
hutang atau kewajiban tersebut;

9) Pembiayaan Hawalah, diartikan sebagai akad perpindahan
hutang dari tanggungan ashil (Muhil atau pihak ke tiga) kepada
muhal ‘4laih (anggota, calon anggota dan atau anggotanya atau
orang yang bertanggung jawab setelah Hiwalah) dengan dikenakan
biaya penanggungan (upah/Ujroh) atas hutang atau kewajiban
tersebut;

10) Pembiayaan Rahn, diartikan sebagai akad penyerahan barang/harta
(Marhun) dari anggota (rahin) kepada BMt (Murtahin) sebagai

jaminan sebagian atau seluruh hutang;
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11) Pembiayaan Qordul Hasan, diartikan sebagai kegiatan transaksi
dengan akad pinjaman dana non komersial di mana si peminjam
mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam
kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi

hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

b. Persyaratan Pembiayaan di BMT Amanah Ummah Surabaya
1) Persyaratan Umum

a) Warga Negara Indonesia (WNI);

b) Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun;

c) Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 1 tahun;

d) Profesional dengan pengalaman praktek minimal 1 tahun;

e) Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 17 tahun
dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk
wiraswasta dan profesional;

f) Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah;

g) Sudah atau bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Amanah
Ummah Pembiayaan minimal 500.000,- Maksimal

100.000.000,-;

2) Persyaratan Jaminan
a) Jaminan KSK (Fotocopy. KSK dan Pembiayaan dengan

jaminan ini maksimal 1 (Satu) Juta);
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b) Jaminan Sertifikat Tanah berupa SHM dan SHGB (Fotocopy.
SHM/SHGB, Fotocopy. Pembayaran Pajak (PBB) Terakhir, dan
Fotocopy. SPPT PBB Tahun Terakhir);

c¢) Jaminan Kendaraan Bermotor (Fotocopy. BPKB, Fotocopy.
STNK, Fotocopy. Pembayaran Pajak Kendaraan Tahun Terakhir

dan Usia Motor maksimal 10 tahun, Mobil maksimal 15 tahun).

3) Persyaratan Dokumen

a) Karyawan dengan penghasilan tetap (Kartu Tanda Pengenal
(KTP), Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Rekening
koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP pribadi untuk
pembiayaan  diatas Rp.50 juta, Rincian  Anggaran
Biaya/Penggunaan (RAB), dan Slip Gaji terakhir atau Surat
Keterangan Gaji);

b) Wiraswasta (Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan
Surat Nikah, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP
pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta, Rincian Anggaran
Biaya/Penggunaan (RAB), Laporan Keuangan 1 tahun terakhir,
Legalitas Usaha (Akte pendirian berikut perubahan terakhir,
TDP, SIUP, NPWP) dan untuk pembiayaan diatas Rp 20 Juta);

c¢) Profesional (Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan
Surat Nikah, Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir, NPWP

pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta, Rincian Anggaran
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Biaya/Penggunaan (RAB) dan Izin praktek yang masih berlaku);

c. Tahapan Pembiayaan di BMT Amanah Ummah Surabaya
Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pembukaan serta
mendaftar menjadi keanggotaan koperasi, yakni:
1) Proses Pembukaan Awal
a) Calon Anggota Menyerahkan data diri/Foto  Copy
KTP/SIM/Pasport;
b) Mengisi Form keanggotaan dan Pembukaan Rekening
Simpanan.
2) Daftar Keanggotaan Koperasi dengan menyetor
a) Simpanan Pokok (SP) sebesar Rp 20.000,00,-;
b) Simpanan Wajib (SW) untuk Satu tahun pertama sebesar Rp
24.000,00,-;
c) Setoran awal simpanan sesuai dengan masing masing jenis;
d) Total Setoran Awal Rp 44.000,00 + setoran awal simpanan;
e) Untuk tahun kedua dan seterusnya pembayaran SW bisa disetor
dengan 2 cara Rp 24.000,00/ tahun (dengan sistem auto debet)

dan Rp 2.000,00/ bulan (dengan sistem auto debet).
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C. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DI BANK WAKAF MIKRO AL

FITHRAH WAVA MANDIRI

SURABAYA DAN BAITUL MAAL

WAT TAMWIL AMANAH UMMAH SURABAYA DITINJAU DARI

UU NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN DAN

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Praktik pembiayaan yang terjadi di Bank Wakaf Mikro dan Baitul Maal

wat Tamwil terkesan hampir terlihat sama. Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk

membandingkan bagaimana praktik pembiayaan yang terjadi di dua lembaga

keuangan mikro syariah tersebut, serta menganalisis menggunakan UU No. 17

Tahun 2012, UU No. 1 Tahun 2013, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan

teori hukum lainnya. Peneliti juga menyusun tanggapan masing-masing lembaga

berdasarkan pada beberapa indikator permasalahan, yakni dari segi pengelolaan

pembiayaan, sasaran distribusi pembiayaan dan dampak setelah menerima

pembiayaan. Yang mana tanggapan tersebut sudah disusun dalam tabel berikut:

Tabel 4.1, Tabel Perbandingan Praktik Pembiayaan di BWM Al Fithrah Wava
Mandiri Surabaya dan BMT Amanah Ummah Surabaya

NO INDIKATOR BWM Al Fithrah Wava BMT Amanah Ummah
PERMASALAHAN Mandiri Surabaya Surabaya
1. | Pengelolaan Produk 1. Ada beberapa jenis produk | 1. Ada beberapa jenis produk

Pembiayaan

(Produk dan Jenis
Pembiayaan, dan
Tahapan Pengelolaan

Produk Pembiayaan)

pembiayaan yang ada di
BWM Al Fithrah Wava
Mandiri Surabaya, antara
lain Qard, Salam,
Mudharabah, ljarah,
Jualah, dan Hiwalah.

yang disediakan oleh BMT
Amanah Ummah Surabaya,
yakni simpanan dan
pembiayaan. Dalam hal ini,
peneliti berfokus pada produk
pembiayaan. BMT Amanah

Ummah memiliki beberapa
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2. Tahapan Pembiayaan yang
ada di BWM Al Fithrah
Wava Mandiri Surabaya,
yakni tahap ldentifikasi,
tahap Sosialisasi, tahap
Survey, tahap pelatihan
Wajib kelompok (Pra
PWK), tahap Pelatihan
Wajib Kelompok (PWK),
tahap Uji Pelatihan
Kelompok (UPK), tahap
Pencairan dan tahap

Halagoh Mingguan.

macam jenis pembiayaan
yakni, pembiayaan murabahah
produktif, pembiayaan
murabahah konsumtif,
pembiayaan mudharababh,
pembiayaan mudharabah
mikro, pembiayaan
mudharabah mugoyyadah,
pembiayaan musyarakah,
pembiayaan ijarah,
pembiayaan kafalah,
pembiayaan hawalah,
pembiayaan rahn, dan

pembiayaan qgordul hasan.

. Tahapan Pembiayaan yang ada

di BMT Amanah Ummah
Surabaya, yakni pembukaan
rekening simpanan, mendaftar
sebagai anggota koperasi,
melengkapi persyaratan serta
memilih jenis produk
pembiayan dan mendapatkan

pembiayaan.

Sasaran Distribusi
Pembiayaan

1. BWM Al Fithrah Wava
Mandiri memiliki sasaran

pembiayaan yakni

. BMT Amanah Ummah

memiliki sasaran pembiayaan

yakni anggota koperasi, calon
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masyarakat produktif di
sekitar pesantren;

2. Radius pembiayaan yang 2.
dimiliki oleh BMW Al
Fithrah Wava
Mandiri,yakni 5 Kilometer
(KM) di sekitar pesantren
As Salafi Al Fithrah
Surabaya.

anggota koperasi dan koperasi
lain;

Radius pembiayaan yang
dimiliki oleh BMT Amanah
Ummah, yakni sekitar daerah
Surabaya dan Sidoarjo tanpa
dibatasi berapa jauh jaraknya.
BMT juga lebih berfokus pada

lingkungan sekitar pasar.

3. | Dampak setelah

menerima Pembiayaan

1. Ada beberapa contoh 1.
nasabah yang berkembang
di BWM Al Fithrah Wava
Mandiri, yang awalnya
hanya bisa menghidupinya
dirinya sendiri dan
keluarga dalam berusaha,
akhirnya bisa
memberdayakan
masyarakat sekitar tempat
usaha. Selain itu, juga ada
yang awalnya hanya
menjual kue di sekitar
rumah dan sekarang telah
menjadi langganan kue di

hotel dan sebagainya.

BMT Amanah Ummah dalam
hal dampak, ada beberapa
anggota koperasi yang
berkembang dan ada juga yang
hanya mempertahankan
usahanya agar tidak berhenti.
Pembiayaan untuk pembelian
barang toko serba ada (toko
sembako) sebelum menjelang
idul fitri, sangat membantu
masyarakat (anggota koperasi)
dalam melanjutkan usaha
bahkan mempertahankan

usahanya.

TANGGAPAN DUA LEMBAGA

P

Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES)
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Kegiatan yang dilakukan oleh BWM Al Fithrah Wava Mandiri maupun
BMT Amanah Ummah pada dasar memiliki tujuan awal yakni menggunakan dana
pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah atau anggota koperasi tidak
hanya sebatas dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk
membantu usaha mereka. Dalam arti lain, masyarakat dalam hal ini lebih diminta
untuk menjadi masyarakat yang produktif tidak hanya sebatas masyarakat
konsumtif. Apalagi, dalam hal ini kedua lembaga sama-sama berfokus pada
masyarakat produktif.*

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa untuk melihat tingkat
kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat
dijadikan ukuran, antara lain:

1. Tingkat pendapatan keluarga;

2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan
pengeluaran untuk pangan dengan nonpangan;

3. Tingkat pendidikan keluarga;

4. Tingkat kesehatan keluarga, dan;

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Setelah melihat indikator tersebut, kedua lembaga tersebut hadir untuk
membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia
khususnya masyarakat yang produktif. Indikator yang pertama yakni dari segi

pendapatan keluarga. Suatu rumah tangga dikatakan sejahtera jika pendapatan

* Hasil Wawancara dengan Bapak M.Shufyan Bahri (Narasumber BMT Amanah Ummah), pada
11 Oktober 2019; Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah (Narasumber BWM Al Fithrah Wava
Mandiri), pada 17 Oktober 2019



78

keluarga tersebut bisa memenuhi minimal kebutuhan primair dan sekunder. Kedua
lembaga tersebut hadir untuk membantu menciptakannya menjadi kenyataan.
Akan tetapi, ada perbedaan sasaran dari kedua lembaga tersebut. Yang mana
dalam hal ini, BWM hanya berfokus pada masyarakat produktif yang tinggal
diradius 5 KM di sekitar pesantren khususnya pesantren as Salafi Al Fithrah
Surabaya. Sedangkan BMT Amanah Ummah radiusnya lebih luas, walaupun juga
menyasarkan pada masyarakat produktif, tetapi sebelum menerima pembiayaan
sebelumnya harus menjadi anggota koperasi.

Praktik dari kedua lembaga ini bergerak pada ruang lingkup lembaga
keuangan mikro syariah. Peraturan mengenai LKMS mengacu pada UU No. 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan juga ada kaitannya dengan
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada dasarnya, berdasarkan pasal 1 angka 1
UU No. 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau
pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,
pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha
yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Akan tetapi, menurut narasumber
dari BMT Amanah Ummah, tidak bisa suatu lembaga khususnya koperasi
memberikan pembiayaan secara cuma-cuma tanpa mencari keuntungan.*

Pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber tidak bisa dikatakan
salah, Dalam hal ini, narasumber berpegangan pada bagaimana membantu

masyarakat dan juga sekaligus mengembangkan koperasi yang telah berdiri sejak

%0 Hasil Wawancara dengan Bapak M.Shufyan Bahri (Narasumber BMT Amanah Ummah), pada
11 Oktober 2019
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tahun 1995 tersebut. Berbeda halnya dengan pendapat dari narasumber di BWM
Al Fithrah Wava Mandiri, yang menyatakan bahwa lembaga BWM ini dibentuk
murni untuk membantu masyarakat produktif khususnya masyarakat di sekitar
pesantren. Dalam praktiknya juga, nasabah dari BWM kebanyakan masih Ibu-lbu
yang sedang menjalankan usaha untuk membantu perekonomian keluarga.™

Selain itu, kegiatan pembiayaan yang sering dilakukan lebih sering
berfokus pada gardh, mudharabah, murabahah dan gardhul hasan. Yang mana
dalam hal ini, praktik yang terjadi di BWM walaupun praktik pembiayaan gardh
tidak menggunakan agunan, akan tetapi sesuai dengan asas pacta sunt servanda
bahwa apabila kedua belah pihak mencapai kata sepakat maka pembiayaan itu sah
dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan yang tertera pada pasal 29 KHES, yakni
akad akan sah jika yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur
ghalath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan,
dan ghubn atau penyamaran.®?

Praktik yang terjadi di kedua LKMS, sepanjang perjalanan berdirinya
belum ada pelanggaran yang melanggar aturan-aturan yang ada. Walaupun dalam
hal ini, pernyataan dari narasumber BMT, menyatakan bahwa BMT tidak
menggunakan peraturan UU No. 1 Tahun 2013 lagi sebagai payung hukumnya,
akan tetapi lebih berfokus pada UU Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (Menkop & UKM). Sepanjang perjalannya juga, BMT

Amanah Ummah belum ada praktik pembiayaan yang melanggar aturan. Akan

> Hasil Wawancara dengan lbu Siti Aisyah (Narasumber BWM Al Fithrah Wava Mandiri), pada
14 Oktober 2019

52 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, buku Il pasal 29
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tetapi, tidak menutup kemungkinan itu terjadi, dalam hal ini peneliti berharap
praktiknya tidak akan melanggar aturan yang ada. Sama halnya dengan BWM
dalam perjalanan terbentuknya selama 2 tahun, belum ada praktik yang melanggar
aturan dan peneliti berharap tidak terjadi pelanggaran.

Praktik pembiayaan yang terjadi dua lembaga tersebut dalam hal ini
berpegang pada prinsip syariah, yang mana regulasinya juga mengacu kepada
Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa-DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah. Walaupun Kkegiatan ini semata-mata membantu perekonomian
masyarakat, tetapi jika ada salah satu pihak (nasabah/ anggota koperasi dan
lembaga) melakukan wanprestasi (pelanggaran perjanjian) maka harus ada
penegakan hukum yang berlangsung baik itu secara non litigasi maupun melalui
jalur litigasi. Menyinggung sumber pendanaan dari setiap lembaga, dalam hal ini
sangat memiliki perbedaan,

Sumber pendanaan dari BMT Amanah Ummah yang bergerak sebagai
koperasi memiliki sumber dana dari anggota koperasi itu sendiri, yang nantinya
akan diputar dan dijadikan pembiayaan. Sedangkan BWM Al Fithrah Wava
Mandiri, sumber pendanaannya dari kerjasama dengan LAZNAS BSM Ummat
dan bersumber dari dana wakaf perorangan, kelompok bahkan lembaga yang
kelebihan dana. Sumber dana wakaf ini juga sedikit memiliki kejanggalan yang
menjadi kegelisahan dari peneliti. Dalam pendapat ulama klasik, pada dasarnya
dana wakaf tidak boleh dibelanjakan hal lain selain dari yang diminta oleh orang
yang mewakafkan. Akan tetapi, kegiatan ini juga bisa dikategorikan sebagai

Wakaf Produktif yang mana ada ulama yang memperbolehkan.
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Praktik pembiayaan di BMT Amanah Ummah masih menggunakan
sistem agunan (jaminan) dalam melakukan pembiayaan, yang mana dalam hal ini
sebagai langkah preventif jika salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi.
Sedangkan BWM Al Fithrah Wava Mandiri, tidak menggunakan agunan. Hal ini
ditakutkan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka dana wakaf tersebut
hilang atau habis. Namun, kegiatan pembiayaan yang terjadi di BWM, memiliki
cara tersendiri untuk menghindari hal tersebut. Kelompok kecil (KUMPI) dari
kegiatan pembiayaan tersebut, memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga
anggota kelompoknya. Untuk mencegah dana tersebut hilang, maka apabila salah
satu anggota tersebut tidak membayar atau melunasinya, maka akan ditanggung
renteng oleh seluruh kelompok kecil tersebut (KUMPI).*

Implementasi pembiayaan yang terjadi pada dua lembaga, seharusnya
juga kembali terhadap nilai-nilai yang diyakini oleh para pihak yang terlibat
dalam kegiatan pembiayaan. Jika melihat dalam UU Koperasi pada pasal 5 ayat
(2), dapat dirincikan bahwa:**

1. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi diharuskan meyakini
nilai kejujuran. Dalam praktiknya yang terjadi di kedua lembaga, BWM

Al Fithrah Wava Mandiri menanamkan nilai-nilai kejujuran dari

bagaimana interaksi masyarakat (nasabah) yang terjadi dari kelompok-

kelompok kecil tersebut, hal ini karena jika salah satu orang tidak bersifat
jujur maka akan berakibat merugikan teman-teman serta lembaga.

Sedangkan dari kegiatan BMT monitoring yang terjadi oleh pihak BMT

*% Hasil Wawancara dengan lbu Siti Aisyah (Narasumber BWM Al Fithrah Wava Mandiri), pada
14 Oktober 2019
> UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 5 ayat (2)
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juga sama halnya seperti BWM, akan tetapi langsung pihak BMT yang
menangani tanpa ada kelompok kecil;

. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi diharuskan meyakini
nilai keterbukaan. Kegiatan dari kedua lembaga dalam hal ini memiliki
kesamaan yakni menerapkan prinsip keterbukaan masyarakat (anggota
koperasi atau nasabah) dalam melakukan praktik pembiayaan. Hal ini
bertujuan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi dari masyarakat
yang ingin melakukan pembiayaan;

. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi diharuskan meyakini
nilai tanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan nilai yang harus
dimiliki oleh setiap lembaga maupun masyarakat. Dalam hal ini selama
perjalanannya, kedua lembaga bertanggung jawab terhadap masyarakat
yang melakukan pembiayaan, begitu juga sebaliknya masyarakat juga
merasa bertanggung jawab dalam melunasi pembiayaan tersebut;

. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi diharuskan meyakini
nilai kepedulian terhadap orang lain. Dalam hal ini, kepedulian terhadap
orang lain merupakan nilai yang dirasa penting ditanamkan dalam
keyakinan lembaga maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan, kepedulian
merupakan niat awal kita dalam melakukan kebaikan Selain itu juga,
kepeduliaan terhadap masyarakat khususnya masyarakat ekonomi ke
bawah yang membutuhkan nantinya juga akan berakibat baik dalam

menuntaskan kemiskinan serta menaikan taraf hidup masyarakat.



A

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Bank Wakaf Mikro memiliki beberapa produk pembiayaan, dan dalam

praktiknya pada BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya beberapa
tahun ini hanya sebatas menggunakan pembiayaan gardh. Proses dalam
pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan, yakni
identifikasi, sosialisasi, survey, pra pelatihan wajib kelompok, pelatihan
wajib kelompok, uji pelatihan kelompok, pencairan dan halagoh
mingguan. Berbeda halnya dengan BMT Amanah Ummah Surabaya,
lembaga ini memiliki beberapa macam pembiayaan, dan dalam
praktiknya lebih banyak menggunakan pembiayaan mudharabah,
murabahah dan gordul hasan. Tahapan Pembiayaan yang ada di BMT
Amanah Ummah Surabaya, yakni pembukaan rekening simpanan,
mendaftar sebagai anggota koperasi, melengkapi persyaratan serta

memilih jenis produk pembiayan dan mendapatkan pembiayaan.

. Implementasi pembiayaan dari kedua lembaga tersebut berpayung hukum

pada UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
walaupun dalam hal ini juga mengacu pada UU 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian. Selain dari kedua peraturan tersebut, akad-akad yang
digunakan dalam pembiayaan juga mengacu pada Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES) serta Fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya,
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hadirmya BMT dan BWM vyang seharusnya mengembangkan serta
memberdayakan masyarakat, dalam praktiknya masih dijadikan sebagai
penyelamat dari usaha yang hendak bangkrut. Selain itu juga, beberapa
indikator permasalahan yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar
dari kedua lembaga, yakni dari segi pengelolaan pembiayaan, sasaran
distribusi pembiayaan dan dampak setelah menerima pembiayaan. BWM
memiliki sumber dana dari wakaf LAZNAS BSM-Ummat dan beberapa
tahap yang sangat panjang sebelum bisa melakukan pembiayaan,
sedangkan BMT bersumber dana dari anggota koperasi itu sendiri dan
tahap yang tidak terlalu panjang. Sasaran distribusi juga berbeda, BWM
hanya sekitar 5 KM dari pesantren sedangkan BMT lebih luas dari
berfokus pada pasar. Dari segi pengembalian dana juga dijadikan
permasalahan karena, BWM dalam hal ini dana wakaf yang apabila
hilang akan sangat bermasalah karena tidak menggunakan agunan, tetapi
langkah preventif yang dilakukan adalah tanggung renteng terhadap
kelompok kecil, sedangkan BMT langsung melakukan lelang agunan dan

melunasi hutang dari pembiayaan tersebut.

B. SARAN

Penelitian mengenai praktik pembiayaan di Bank Wakaf Mikro maupun
Baitul Maal wat Tamwil harus diteliti kembali dari sudut pandang yang lain dan
lokasi yang juga berbeda. Hal ini bertujuan untuk memeratakan perekonomian di

Indonesia ataupun di dunia khususnya terhadap perekonomian para masyarakat
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yang produktif. Tidak hanya itu, peneliti juga mengajurkan penelitian ini bisa
diterapkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan praktik pembiayaan di LKMS.
Semoga penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dalam mencari permasalahan
tentang bagaimana praktik pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan

UU No. 1 Tahun 2013 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amin, Ma’ruf. Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek
Ekonomi Islam. Jakarta: eLSAS, 2017.

Anshori, Abdul Ghofur. Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan,
Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008

Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Diantha, | Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

G. Kartasaputra. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Imaniyati, Neni Sri. Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil).
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis: An
Expanded Sourcebook, 2nd ed.. California: SAGE Publications. 1994.

Moloeng, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2004.

Priyadi, Unggul. Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
Yogyakarta: Ull Press. 2018.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press. 1986.

Soekanto, Soerjono. Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Jakarta
Selatan: IND-HILL-CO, 1990.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Al
Fabeta. 2011.

Rahmawati, Erik S. dkk. Pedoman Penulisan Karya lImiah Tahun 2015. Malang:
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. 2015.

Sumiyanto, Ahmad. BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan untuk Pemilik,
Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam Format
Koperasi. Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.

Yasin, Mohamad Nur. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Malang:
UIN Maliki Press, 2018.

(Lake ¢ 281 15 togie) ¢ 1 5ol ¢ (652 o ¢ ol o ole] o ) e



Jurnal/ Skripsi/ Tesis

Fathul Mujaddidi Arum. Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah, bagi Pelaku
Usaha Kecil Menengah (UKM), di Baitul Mal wat Tamwil (BMT)
Whidatul Ummah, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten
Magetan Prespektif Hukum Islam. Skripsi (Malang: Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

| Gde Kajeng Baskara. “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.” Buletin Studi
Ekonomi. 2 (Agustus, 2013).

Maulani Bilgis Fatin Shobrina. Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah untuk
Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal). Skripsi
(Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Siti Aisyah. Optimalisasi Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi
Pelaku Usaha sekitar Pesantren di Jawa Timur. Tesis. (Surabaya:
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019).

Zumrotun Nasikhah. Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi
Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Proceedings Annual
Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah 1V Surabaya
(Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Zumrotun Nasikhah. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)
dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut
Tamwil Muhammadiyah Pemalang). Skripsi (Semarang: Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Internet dan Lain-Lain

Arie Dwi Budiawati, “Cerita di Balik Kelahiran Bank Wakaf Mikro”,
https://www.dream.co.id/dinar/masyarakat-bawah-sulit-mendapatkan-
akses-keuangan-180410b.html, diakses pada 10 Juli 2019

Buku Pedoman Pelatihan Pengelola Bank Wakaf Mikro 2017

Company Profile KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya, Power Point (PPT). 11
November 2019

Hestanto, “Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)”,
https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-
tanwil/, diakses pada 10 Juli 2019

Siti Hadijah, “7 Fakta tentang Bank Wakaf Mikro di Indonesia yang Perlu

Diketahui”, https://www.cermati.com/artikel/7-fakta-tentang-bank-
wakaf-mikro-di-indonesia-yang-perlu-diketahui, diakses pada 10 Juli
2019

, “Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat”,
https://www.0jk.qgo.id/id/berita-dan-kegiatan/info-
terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-
Umat.aspx, diakses tanggal 20 Maret 2019

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak M.Shufyan Bahri
Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Aisyah


https://www.dream.co.id/dinar/masyarakat-bawah-sulit-mendapatkan-akses-keuangan-180410b.html
https://www.dream.co.id/dinar/masyarakat-bawah-sulit-mendapatkan-akses-keuangan-180410b.html
https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/
https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/
https://www.cermati.com/artikel/7-fakta-tentang-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-yang-perlu-diketahui
https://www.cermati.com/artikel/7-fakta-tentang-bank-wakaf-mikro-di-indonesia-yang-perlu-diketahui
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx

ONVIVIA 4O ALISHIAINN DINVTISI 31VLS NIHVAHSI MITTVIN VNVTNVIN 4O AdVadlT TVAELNZATS

LAMPIRAN - LAMPIRAN



SURAT PRA PENELITIAN

I\‘I,:Ml.iN FERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
{SITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
, FAKULTAS SYARIAH
Ji. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0241)559399
Website. hitp:/isyariah uin-malang acid E-mailsyariahGuin-malang ac.d

UNIVE]

Nomog - 3-d54

|

Perihal

ampiran

Sy TL.01/0172019 Malang. 28 Januari 2019

P Pra-Penelitiag

Kepada Yih,
Kepala Ray, -

: epala Bank Wikaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Jalan Kedindj e ing. T, i S

: .‘I n Kedinding [or, Gg. Kemuning, Tanah Kali Kedinding. Kenjeran, Surabaya. Jawa
limur, 602129

Assalamual ckum vea Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan horn at, kami mohon agar ;

Nama Hairul Dharma Widagdo
NIM | o 15220005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Memohon izin untuk mengadakan pra-penclitian (pra research) di daerah/lingkungan
wewenang @ Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya ” guna
menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: “‘Implementasi Penyaluran Dana
Pembiayaan Tinjauan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
dan Maslahah Mursalah (Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri
Surabaya dan Baitul Maal wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)’’.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalanuwiaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Tembusan:

I
2
3

Dekan e 7
Ketua Jurusan ukum Bisnis Syariah ;

Kabag. Tata Usaha

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



s K.I:’lML:N'I’[:'RlAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAIIIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

S 3ayana 50 Malang 65144 Telapon (0341) 559399 Feksimil (0341)559395
Website. hitp //syar,

o/ atuin-matang ac id E-mail. syanah@uin-malang ac id
Nomor :B-dba g gyrpy g 0172619 Malang, 28 Januiri 2019
L ampiran . :

Perthal CPrasPencliting

Kepada Yip,
Kepala KSpys BMT

Amanah Ummal Surabaya
Jalan A, Yani. No. 138

- Gayungan, Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur, 60237

Assalamuatiank, va Ralmatullal wa Berakatuh

Dengan hormat, kan i mohon agar :

Namg © Hairul Dharma Widagdo
NIM © 15220005
Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Bisnis Syariah

iengadakan pra-penelitian (pra researeh) di dacrab/lingkungan
vewenang :* KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya " guna menyelesaikan tugas
akhir/skripsi. vang berjudul; “Implement.si Penvaluran Dana Pembiayaan Tinj:nmn
UU No. I Talun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Maslahah Mursalah
(Studi di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal
wal Tamwil Amunah Ummah Surabaya)'.

Memohon izir, untuk n
\

Demikian, atas perhatian dan perkenan B3 1pak/Tbu, kami mengucapkan terima kasil.

Wassalcmadaikun swa Rahmatullah wa Barakatuh

| embusan:

1 Dekan ; ‘
2 Ketua Jarusan Hukum Bisuis Syariah
3. Kabag. lata Usuha

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



ONVIVIA 40 ALISHIAINN DIAVTISI 31VLS NIHVHGI MITTVIN VNVINVIN 40 ASVHElT TVHLNEGD

BALASAN SURAT PRA PENELTIAN




KOPERASI
SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH

NO. 518.1/BH/92/103/2006

031-99851195

)237 Telepon
ahummah.co.id

www.ksp|

email : ksppsamanahummah(@gmail.com

7
o
0
&

>

<
=

@

=
2

=
<

E

5

-

L;

KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur
Ruko Grand Ahmad Yani 151-P, JI. Ahmad Yani (Frontage Road). Telp-031 99851195
Email: ksppsamanahummah@gmail.com

NO. 006/ KSPPS / BMT -AU /11/2019

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Membalas surat Dekan nomor: B-460/F.Sy/TL.01/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal

Permohonan Izin Pra Penelitian, bersama ini kami sampaikan beberapa hal:
1. Menerima permohonan:

Nama : Hairul Dharma Widagdo

NIM : 1522005

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Sebagaimana dimaksud dalam surat

2. Menyetorkan wakaf uang sebesar Rp 200.000,00
3. Menyerahkan hasil penelitian yang dilakukan
Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 09 Februari 2019
Mengetahui,

-

Diaﬁrx:;lwml)m

Amanah Ummah

"OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

NTR

p—



DOKUMENTASI LAPANGAN

Ruangan Pegawai BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Tempat Kerja Manager BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Tempat Rapat BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Wawancara dengan Pihak Pengelola (Mbak Aisyah) BWM Al Fithrah Wava
Mandiri Surabaya

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



2881 \ ~ SIS

Foto Peneliti di Depan Kantor BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Kegiatan HALMI berupa Pengajian sekaligus Penyetoran Dana oleh BWM

Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Pencatatan Penyetoran Rutin oleh Pihak Pengelola BWM Al Fithrah Wava
Mandiri Surabaya

Kegiatan HALMI berupa Penyetoran tanpa Pengajian

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Kegiatan HALMI berupa Pengajuan Anggota KUMPI dan Pencairan Dana
di BWM Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Ayo Rek... Nabung Qur'ban

- TukgGrand K. Yani-f51-P"Surabaya No Telm:031-0830392

i

Kantor Pusat KSPSS BMT Amanah Ummah Surabaya

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Tempat Administrasi Kantor Pusat BMT Amanah Ummah Surabaya

Tempat Konsultasi (Customer Service) Kantor Pusat BMT Amanah Ummah

Surabaya

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Wawancara bersama dengan Pihak BMT Amanah Ummah Surabaya

(Bapak M. Shufyan Bahari)

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

NTR

p—



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

. Data Pribadi

. Nama

. Tempat dan Tanggal Lahir
. Jenis Kelamin

. Agama

. Status Pernikahan

. Warga Negara

. Alamat KTP

~No ook WDNNBE -

8. Alamat Sekarang

9. Nomor Telepon / HP
10. E-mail

I1. Pendidikan Formal

Hairul Dharma Widagdo

Palangka Raya, 13 Januari 1998
Laki-Laki

Islam

Belum Menikah

Indonesia

JI. Bakti No. 4A, RT. 003/RW.004, Kel.
Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka
Raya, Kalimantan Tengah, 73111

JI. Bendungan Sigura-Gura, Gg. 6, No. 5
Malang

0857 0763 4976
hairuldharmaw@gmail.com

Periode Sekolah / Institusi / Jurusan Jenjang
(Tahun) Universitas Pendidikan
2003 | - | 2006 MIN Selat Unit 11 - SD/MI
Kuala Kapuas
2006 2009 MIN Langkai - SD/MI
Palangka Raya
2009 | - | 2012 MTsN 1 Model - SMP/MTs
Palangka Raya
2012 | - | 2015 MAN Model IPA SMA/MA/SMK
Palangka Raya
2015 | - - UIN Maulana Malik Hukum Bisnis Strata 1 (S-1)
Ibrahim Malang Syariah




I11. Pengalaman Organisasi

Periode Instansi Posisi

2015 - 2016 Komunitas Musik Studio Tiga Anggota
(KOMMUST) UIN Malang

2015 - 2019 Himpunan Mahasiswa Kalimantan Anggota
(HIMAKAL) UIN Malang

2016 - 2019 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Anggota
Komisariat Syariah-Ekonomi UIN
Malang

2016 - 2017 Lembaga Kajian , Penelitian dan Anggota Bidang
Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) Delegasi, Kompetisi

dan Pendidikan Publik

2017 - 2018 Lembaga Kajian , Penelitian dan Kepala Biro Penelitian
Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)

2017 - 2019 Forum Kajian Ekonomi Syariah Anggota
(FORKES) UIN Malang




